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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MEMBERIKAN 

TUNTUTAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA  

PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE 

 

Oleh  

 

CHRISTINE SERENA 
 

Kedudukan Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali proses perkara pidana 

memiliki peran penting dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa. Dalam 

menangani sebuah perkara pidana, Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan 

asas lex specialis derogat legi generali seperti yang tercantum dalam Pasal 63 

ayat 2 (dua) KUHP. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : (1)  

Bagaimanakah  pertimbangan jaksa dalam menuntut pelaku penyedia jasa 

prostitusi pada Putusan Pengadilan Batam Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN.Btm (2) 

Mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan Undang-Undang Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) pada perkara tersebut. 
 

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan 

studi lapangan dengan mekakukan wawancara. Jenis data menggunakan data 

primer dan data sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari Jaksa Penuntut 

Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis 

kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan Jaksa 

Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku penyedia jasa 

prostitusi melalui media online kurang memenuhi unsur subjektif dan objektif. 

Dasar pertimbangan subjektif didasari oleh niat jahat terdakwa atau biasa dikenal 

disebut mens rea, yang membuktikan terdakwa telah mengambil keuntungan dari 

perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang. Sedangkan 

dasar pertimbangan objektif didasari oleh hukum acara pidana dengan ditemuinya 

fakta-fakta di persidangan berupa barang bukti dan alat bukti. Pada Putusan 

No.847/Pid.sus/2018/Pn. Btm telah diberikan putusan hukuman 6 bulan penjara 

terhadap Terdakwa dengan menggunakan Pasal 296 KUHP. Padahal jika dilihat 

kembali pada putusan yang ada, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan 

alternatif atas perkara Mulyadi dimana lebih tepat digunakannya UU TPPO pada 

perkara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, tidak digunakannya Pasal 2 UU 

TPPO karena unsur-unsur yang terdapat pada Pasal ini menurut Jaksa Penuntut 

Umum tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Akan tetapi pada fakta-fakta 

persidangan, terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan asusila dengan 



 

menyebarkan foto-foto “wanita bookingan” disertai dengan kalimat yang 

mengandung unsur perbuatan asusila sehingga adanya kekeliruan Jaksa Penuntut 

Umum dalam melakukan tuntutan. 

 
Saran dalam penelitian ini sebaiknya Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali 
proses perkara pidana harus memenuhi unsur subjektif maupun objektif yang 
digali lebih dalam berdasarkan latar belakang terdakwa, saksi, maupun alat bukti 
yang akan menitikberatkan perbuatan terdakwa agar tidak lepas dari putusan 
bebas. Yang kedua, ada baiknya Jaksa Penuntut Umum menggunakan UU TPPO 
dibanding dengan KUHP agar memberikan efek jera terhadap perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. 
 

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan, Prostitusi 

Online. 

  

Christine Serena 
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MOTTO 

 

“Sesungguhnya, tangan TUHAN tidak kurang panjang untuk 

menyelamatkan, dan pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk 

mendengar.” 

 

(Yesaya 59 : 1)  

 

“ If you can dream it, you can do it.” 

 

(Walt Disney) 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan berkat-Nya yang 

telah memberikan penyertaan, kasih, kesehatan, serta rezeki, sehingga penulis 

memiliki kekuatan untuk bekerja keras dalam proses menyelesaikan skripsi ini. 

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada : 

 

Kedua Orang Tua Tercinta, 

 

Bapak Bresman Gurning dan Ibu Rospita Julita Siregar 

Yang telah membesarkan, memberikan didikan, mendukung, dan memberikan doa 

untuk 

kesuksesan saya. Terimakasih atas segalanya, semoga kelak saya bisa 

membahagiakan kalian atas segala usaha yang kalian korbankan kepada saya. 

 

Abangku, 

Ivan Kluivert Gurning 

Yang selalu memberikan dukungan dan support selama pengerjaan skripsi ini. 

 

Adikku, 

Novinda Ramosta Angela Gurning 

Yang selalu menjadi pendengar serta memberikan doa nya kepada saya 

untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. 

 

Alamamaterku Universitas Lampung 

Tempat saya memperoleh ilmu dan menjadi bagian dari pengalaman berharga 

saya menuju keberhasilan.  



 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat 

dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 

berjudul “Analisis Pertimbangan Jaksa Dalam Memberikan Tuntutan 

Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Online” sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati 

penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung.  

2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung.  

3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian 

Hukum Pidana Universitas Lampung. 

4. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah memberi 

dukungan, bimbingan, serta masukan sehingga dapat terselesainya skripsi ini. 

5. Bapak Deni Achmad, S.H. M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberi 



 

dukungan, bimbingan, serta masukan sehingga dapat terselesainya skripsi ini. 

6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas I sekaligus sebagai 

Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan kritik, saran, serta 

masukannya dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini. 

7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah 

memberikan kritik, saran, serta masukannya dalam proses perbaikan penulisan 

skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung 

yang telah memberikan dedikasi penuh untuk memberikan ilmu yang 

bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Kandra Buana, S.H., dan Ibu 

Yessy selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung, Bapak Budi 

Rizki Husin, S.H., M.H., dan Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H selaku Dosen 

Bagian Hukum Pidana di Universitas Lampung yang telah bersedia 

menyediakan waktu luangnya untuk memberikan bantuan serta masukan 

kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

10. Kedua Orang Tuaku, Papi Bresman Gurning dan Mami Rospita Julita Siregar 

yang telah membesarkan, mendidik, berkorban, dan mendoakan saya selama 

ini. Terimakasih atas segalanya semoga kelak saya bisa menjadi anak yang 

dapat terus membahagiakan dan berbakti kepada kalian. 

11. Abangku Ivan Kluivert Gurning dan adikku Novinda Ramosta Angela 

Gurning yang telah memberikan dukungan serta doa kepada saya selama ini. 

Semoga Tuhan selalu memberikan jalan kepada kita untuk membahagiakan 

orang tua kita kelak. 

 



 

12. Keluarga besarku yang telah memberikan dukungan, nasihat, serta doa kepada 

saya selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

13. Sahabatku Miranda Ruth Angelika yang telah menjadi pendengar setia dan 

selalu memberikan dukungan kepada saya selama ini. Thank you for always 

being there for me through my ups and downs. 

14. Sahabat-sahabatku Della, Tasya, Grace, Devi, Fiza, Ucai, Syafa, dan Ulya 

yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya selama di 

perkuliahan walaupun kita terpisah jarak. Semoga kita semua dapat sukses di 

kemudian hari. 

15. Sahabat-sahabatku Adel, Ebed, Yanti , Elena, Wanda, dan Nico yang terus 

memberikan masukan, saran, serta dukungan kepada saya selama ini. 

16. Sahabat-sahabatku Ica, Nana, Suci, Wenny, Salsa, Pita, dan Putri, yang telah 

menjadi teman penulis selama masa perkuliahan. Terimakasih untuk suka 

duka dan segala bantuan yang diberikan kepada Penulis selama menjalani 

perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini. 

17. Teman-temanku Tasya, Nabilla, dan Ayu yang telah menemani penulis ngopi 

dan memberikan hiburan selama proses pengerjaan dan revisi skripsi. 

18. Teman-teman KKN ku, Raenaldy, Machi, Agatha, Fitri, Asro, Dea, dan Emir 

yang telah bekerjasama selama melaksanakan KKN di Mustikajaya. 

19. Temanku, Jonas Elroy yang telah memberikan dukungan dan doa agar 

terselesaikannya skripsi ini. 

20. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah 

memberikan banyak ilmu, kenangan, dan pembelajaran sehingga aku bisa 



 

menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan Negara. 

21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

Penulis mendoakan semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis 

akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi 

ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan keilmuan bagi 

pembacanya. 

 

Bandar Lampung, 12 Juni 2023. 

Penulis 

 

 

Christine Serena 

  



 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah ............................................................................. 1 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .............................................................. 5 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................ 5 

D. Kerangka Teori dan Konseptual ................................................................. 6 

E. Sistematika Penulisan ................................................................................. 10 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Jaksa Penuntut Umum ................................................................................ 12 

B. Dasar Pertimbangan Hukum Jaksa dalam Memberikan Dakwaan dan 

Tuntutan .................................................................................................... 20 

C. Penyedia Jasa Prostitusi ............................................................................ 28 

D. Media Online ............................................................................................. 36 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah ................................................................................. 42 

B. Sumber dan Jenis Data .............................................................................. 42 

C. Penentuan Narasumber ............................................................................. 44 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .......................................... 45 

E. Analisis Data ............................................................................................. 46 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Memberikan Tuntutan  

Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Online ............ 47 

B. Ketidaktepatan penggunaan UU TPPO di banding UU ITE kepada  

 pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media online. .............................. 82 

 

V. PENUTUP 

A. Simpulan ................................................................................................... 89 

B. Saran .......................................................................................................... 90 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN



1  

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Prostitusi merupakan fenomena yang masih berkembang ditengah 

masyarakat Indonesia sampai saat ini. Prostitusi biasa disebut sebagai 

“pelacuran” merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu pro-

stituere yang artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, 

pencabulan, dan pergendakan. Prostitusi juga diartikan sebagai suatu 

pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa  kepada umum 

untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan  

imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.1 

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau 

moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk 

penyimpangan sosial yang dilakukan karena dilatarbelakangi oleh beberapa 

kondisi  dibawah ini :2 

1. Keadaan ekonomi yang mendesak seseorang terjun dalam dunia 

pelacuran. 

2. Memilih jalan instan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup yang 

tinggi tanpa adanya usaha maupun kerja keras. 

3. Kurangnya pendidikan dan penyuluhan yang diterima oleh seseorang 

baik dari lingkungan sekitar maupun keluarga terdekat. 

4. Kurangnya rasa syukur terhadap Tuhan atas hikmat yang diberikan. 

1 Kondar Siregar, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis 

Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, Perdana Mitra Handalan,2015, hlm.1-3. 
2 Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, Bisnis Prostitusi, Yogyakarta, Pinus Book Publisher, 2007, 

hlm.80-83. 
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5. Dalam hal ini prostitusi menjalar ke dunia teknologi dan informasi 

yang telah membawa pengaruh yang besar juga dalam kehidupan 

manusia. 

 

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan prostitusi yang tadinya 

bermula masih dilakukan terpusat, kini kegiatan prostitusi bisa dilakukan 

dimana saja. Proses pemesanan pun memiliki perubahan dari pola on the 

spot (langsung di tempat), sekarang dapat dilakukan menggunakan 

smartphone dengan koneksi internet untuk menjaring pelanggan. Jadi dapat 

kita lihat bahwa kegiatan prostitusi yang marak terjadi saat ini merupakan 

bentuk kejahatan dari cyber crime.3 

 

Duni ia cybeir yang konteiksnya adalah prosti itusi i onli inei teilah di iatur meilalui i 

peingaturan yang teirdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

teintang Iinformasi i dan Transaksi i Eileiktroni ik ( UU ITE). Keimudi ian seii iri ing 

beirjalannya waktu meimi ili iki i peirubahan meinjadi i Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 teintang Iinformasi i dan Transaksii Eileiktroniik Pasal 45 ayat 1. 

Dalam peingaturan i ini i teilah di iseibutkan bahwa: 

“Seiti iap Orang yang deingan seingaja dan tanpa hak meindi istri ibusi ikan 

dan/atau meintransmi isi ikan dan/atau meimbuat dapat di iakseisnya Iinformasi i 

Eileiktroni ik dan/atau Dokumein Eileiktroni ik yang meimi iliiki i muatan yang 

meilanggar keisusi ilaan seibagai imana di imaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 

di ipi idana deingan pi idana peinjara pali ing lama 6 (einam) tahun dan/atau deinda 

pali ing banyak Rp1.000.000.000,00 (satu mi ili iar rupi iah).” 

 

Fakta hukum yang teirjadi i dalam keihi idupan masyarakat adalah adanya 

ti indak piidana peinyeidi ia jasa prosti itusi i onli inei yang diilakukan oleih seiorang 

wi iraswasta. Hal teirseibut teircantum beirdasarkan Surat Dakwaan Nomor 

Reig. Peirk. : PDM- 419/N.10.11/Eiuh.2/10/2018 teirtanggal 31 Agustus 2018, 

seibagai i beiri ikut : 

3 Chriistiiany Judiitha, Jurnal Pe ikommas, Prostiitusii Dariing: Tre in Iindustrii Jasa Seiks Kome irsiial 

dii  Me idiia Sosiial, Vol.6. No.1, 2021, hlm.52. 
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Keisatu : 
 

Bahwa i ia teirdakwa MULYADIi ALS JOJO, pada hari i Sabtu tanggal 21 Julii 
2018 seiki ira pukul 02.22 Wi ib., atau seiti idak-ti idaknya pada suatu waktu 
dalam bulan Juli i tahun 2018, beirteimpat di i Hoteil Hallo Keicamatan Lubuk 
Baja Kota Batam atau seiti idak-ti idaknya di i suatu teimpat yang masi ih daeirah 
hukum Peingadi ilan Neigeiri i Batam yang beirweinang meimeiri iksa dan 
meingadi ili i, yang meilakukan peireikrutan, peingangkutan, peinampungan, 
peingi iri iman, peimi indahan, atau peineiri imaan seiseiorang deingan ancaman 
keikeirasan, peinggunaan keikeirasan, peinculi ikan, peinyeikapan, peimalsuan, 
peini ipuan, peinyalahgunaan keikuasaan atau posi isi i reintan, peinjeiratan utang 
atau meimbeiri i bayaran atau manfaat walaupun meimpeiroleih peirseitujuan dari i 
orang yang meimeigang keindali i atas orang lai in, untuk tujuan 
meingeiksploi itasi i orang teirseibut di i wi ilayah neigara Reipubli ik Iindoneisi ia, 
peirbuatan teirdakwa adalah ti indak pi idana seibagai imana di iatur dan di iancam 
pi idana Pasal 2 ayat 
(1) Undang-Undang Reipubli ik Iindoneisi ia Nomor 21 Tahun 2007 teintang 
Peimbeirantasan Ti indak Pi idana Peirdagangan Orang. 

 
Keidua : 

 
Bahwa i ia teirdakwa MULYADIi ALS JOJO, pada hari i Sabtu tanggal 21 Julii 
2018 seiki ira pukul 02.22 Wi ib., atau seiti idak-ti idaknya pada suatu waktu 
dalam bulan Juli i tahun 2018, beirteimpat di i Hoteil Hallo Keicamatan Lubuk 
Baja Kota Batam atau seiti idak-ti idaknya di i suatu teimpat yang masi ih daeirah 
hukum Peingadi ilan Neigeiri i Batam yang beirweinang meimeiri iksa dan 
meingadi ili i, deingan seingaja meinyeibabkan atau meimudahkan peirbuatan cabul 
oleih orang lai in deingan orang lai in, dan meinjadi ikannya seibagai i peincari ian 
atau keibi iasaan, peirbuatan teirdakwa seibagai imana di iatur dan di iancam pi idana 
Pasal 296 KUHPi idana. 

 
Keiti iga : 

 
Bahwa i ia teirdakwa MULYADIi ALS JOJO, pada hari i Sabtu tanggal 21 Julii 
2018 seiki ira pukul 02.22 Wi ib., atau seiti idak-ti idaknya pada suatu waktu 
dalam bulan Juli i tahun 2018, beirteimpat di i Hoteil Hallo Keicamatan Lubuk 
Baja Kota Batam atau seiti idak-ti idaknya di i suatu teimpat yang masi ih daeirah 
hukum Peingadi ilan Neigeiri i Batam yang beirweinang meimeiri iksa dan 
meingadi ili i, meinari ik keiuntungan dari i peirbuatan cabul seiorang wani ita dan 
meinjadi ikannya seibagai i peincari ian, peirbuatan teirdakwa seibagai imana di iatur 
dan di iancam pi idana Pasal 506 KUHPi idana.4 

 
Beirdasarkan pada peirkara di i atas, seibagai imana yang teirteira dalam Putusan 

Peingadi ilan Neigeiri i Batam Nomor 847/Pi id.Sus/2018/PN. Btm yakni i 

seiharusnya Teirdakwa dapat di ijatuhi i hukuman yang leibi ih beirat 

di ikareinakan Teirdakwa meirupakan seiorang muci ikari i yang meinyeidi iakan 

4 Sumbe ir : Putusan Peingadiilan Ne igeirii Batam Nomor 847/Piid.Sus/2018/PN. Btm.
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jasa prakti ik prosti itusi i seicara  onli inei. Seiharusnya untuk meimbeiri ikan eifeik 

jeira, jaksa peinuntut umum meimbeiri ikan  dakwaan keipada teirdakwa 

meinggunakan UU IiTEi. Pada proseis peimi idanaan, seiharusnya Majeili is 

Haki im juga meineirapkan dan meingi ikuti i asas hukum posiiti if di i Iindoneisi ia 

yang beirbunyi i leix speici ialiis deirogat leigi i geineiralii, yang peinafsi irannya 

beirarti i hukum yang beirsi ifat khusus meileingkapi i hukum yang beirsi ifat umum. 

Apabi ila jaksa dan Majeili is Haki im hanya meimbeiri ikan dakwaan dan 

peimi idanaan yang teirbi ilang ri ingan dan hanya meinggunakan KUHP, maka 

keimungki inan Teirdakwa beirpoteinsi i untuk meingulangi i peirbuatannya di i 

keimudi ian hari i karna ti idak meimiili iki i eifeik jeira. Padahal dalam kasus iini i jaksa 

dapat meimpeirti imbangkan adanya peimi idanaan beirdasarkan UU IiTEi yang 

akan meimbeiri ikan hukuman maksi imum, kareina pada prakti iknya Teirdakwa 

teirbukti i meinggunakan apli ikasi i onli inei “Beiei Talk” seibagai i meidi ia untuk 

meincari i mata peincari ian teirseibut. Dalam hal i ini i jaksa teirkeisan kurang seiri ius 

dalam proseis meinyusun dakwaan yang teipat keipada teirdakwa. 

 

Beirdasarkan Latar Beilakang di iatas maka peinuli is teirtari ik untuk meilakukan 

peineili iti ian yang nanti i hasi il peineili iti ian i ini i akan di i tuangkan dalam skri ipsi i 

yang beirjudul Analisis Pertimbangan Jaksa Dalam Memberikan 

Tuntutan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Online. 
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B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Beirdasarkan latar beilakang di i atas, maka peirmasalahan peineili iti ian i ini i 

adalah: 

a. Bagai imanakah peirti imbangan jaksa dalam meinuntut peilaku peinyeidi ia 

jasa prosti itusi i dalam Putusan Peingadi ilan Batam Nomor 

847/Piid.Sus/2018/PN.Btm? 

b. Meingapa Jaksa Peinuntut Umum tiidak meinggunakan UU TPPO pada 

peirkara teirseibut? 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang li ingkup peineili ieiti ian adalah hukum pi idana khusus, deingan kaji ian 

meingeinai i ti indak pi idana prosti itusii dan cybeir cri imei seirta bagai imana dasar 

peirti imbangan jaksa dalam meimbeiri ikan dakwaan teirhadap peilaku peinyeidi ia 

jasa teirseibut. Peineili iti ian i ini i di ilakukan di i Provi insi i Bandar Lampung pada 

tahun 2022-2023. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Beirdasarkan latar beilakang masalah di i atas, tujuan peineili iti ian i ini i adalah 

seibagai i beiri ikut: 

a. Untuk meingeitahui i peirti imbangan jaksa dalam meinuntut peilaku peinyeidi ia 

jasa prosti itusii dalam Putusan Peingadi ilan Batam Nomor 

847/Piid.Sus/2018/PN.Btm. 

b. Untuk meingeitahui i alasan Jaksa Peinuntut Umum tiidak meinggunakan UU 

TPPO teirhadap peirkara teirseibut. 
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2. Kegunaan Penelitian 

 

Keigunaan Peineili iti ian di ibeidakan kei dalam dua beintuk, yai itu: 

 

a. Keigunaan Teiori iti is 

 

Seicara teiori iti is, hasi il peineili iti ian i ini i di iharapkan dapat meinjadi i salah satu 

wawasan dan peingeitahuan dalam meimahami i adanya peimbeiri ian 

hukuman teirhadap peinyeidi ia jasa prosti itusi i onliinei. 

b. Keigunaan Prakti is 

 

Seicara prakti is hasi il peineili iti ian i ini i di iharapkan meinjadi i upaya 

peingeimbangan wawasan dan peingeitahuan hukum seibagai i peineili iti ian 

lanjutan yang beirkai itan deingan peirmasalahan teirseibut. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teori 

 

Keirangka teiori i dapat di iarti ikan meinurut Soeirjono Soeikanto seibagai i 

seirangkai ian abstraksi i hasi il peimi iki iran atau keirangka acuan ataun dasar yang 

reileivan untuk peilaksanaan untuk peilaksanaan suatu peineili iti ian i ilmi iah, 

khususnya peineili iti ian hukum.5 Dalam keirangka teiori i teirdapat acuan yang 

beirsi ifat reileivan untuk meingkaji i adanya seibuah peirmasalahan pada topi ik 

peimbahasan. 

a. Dasar Peirti imbangan Hukum Jaksa Dalam Meimbuat Surat Tuntutan  

Harun M. Huseii in meinyatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat 

yang di ibeiri i tanggal dan diitandatangani i oleih peinuntut umum yang 

meimuat urai ian teintang i ideinti itas leingkap teirdakwa, peirumusan ti indak 

pi idana yang di idakwakan yang di ipadukan deingan unsur-unsur ti indak 
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pi idana seibagai imana di irumuskan dalam keiteintuan pi idana yang 

beirsangkutan, di iseirtai i urai ian teintang waktu dan teimpat ti indak pi idana 

di ilakukan oleih teirdakwa, surat mana meinjadi i dasar dan batas ruang 

li ingkup peimeiri iksaan di i si idang peingadi ilan.5 

Dasar peirti imbangan Jaksa Peinuntut Umum meilakukan peinuntutan 

meili iputii dasar peirti imbangan seicara obyeikti if dan dasar peirti imbangan 

seicara subyeikti if.  

1. Unsur Objeikti if : Yang di imaksud dasar peirti imbangan seicara 

obyeikti if adalah keisalahan teirdakwa dapat di iliihat seicara obyeikti if 

ti itiik beiratnya pada cara peilaku ti indak pi idana meilakukan pi idana.  

2. Unsur Subjeikti if : Seidangkan dasar peirti imbangan seicara subyeikti if 

adalah keiteirkai itan deingan kondiisi i peilaku bahwa peilaku meilakukan 

teirseibut deingan adanya ni iat teirhadap saksi i korban yang 

di ilaksanakan yang meilanggar keiteintuan peiraturan peirundang-

undangan.6 

 

b. Asas Leix Speici iali is Deirogat Leigi i Geineirali i. 

Dalam asas leix speici iali is deirogat leigi i geineirali i meimi iliiki i makna bahwa 

dalam peilaksanaannya, undang-undang yang khusus meiniiadakan 

keibeirlakuan undang- undang yang beirsi ifat umum. Pada asas i ini i di ikeinal 

seijak zaman Romawi i seibagai i seibuah peimi iki iran Aeimi ili ius Papi ini ianus, 

seiorang ahli i hukum Romawi i keilahi iran Syriia. Meinurutnya keikhususan 

seibuah norma leibi ih dari i norma yang beirsi ifat umum.  Meinurutnya antara 

 
5 Harun M. Husein, Surat Dakwaan Tekhnik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya, Jakarta, 

Rineka Cipta, 2005, hlm.43. 
6 Dian Rizka dan Ismail Navianto, Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan 

Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur. 
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aturan khusus leibi ih reileivan dan kompati ibeil dan leibi ih seisuai i deingan 

keibutuhan hukum dan keibutuhan subjeik hukum yang ti idak mampu atau 

kurang mampu di icapai i oleih keiteintuan umum. Kareina i itu, keiti ika ada 

peirbuatan yang di iatur dalam keiteintuan umum dan juga keiteintuan khusus, 

teirjadi i konfli ik norma yang harus seigeira di iseileisai ikan.7 

 

2. Konseptual 

Keirangka konseiptual meirupakan suatu beintuk hubungan di imana hadi irnya 

suatu konseip peimi ikiiran meimi ili ikii keiteirkai itan deingan konseip peimi iki iran 

yang lai in yang di iteili iti i. Dalam keirangka i ini i teirdapat seibuah peimi iki iran yang 

nanti inya di ijadi ikan seibagai i lanadasan guna meini imali isiir keisalahan yang 

nanti inya teirdapat dalam seibuah peineili iti ian. Deingan beigi itu peinuli is akan 

meinjeilaskan seicara si ingkat tujuan peimi ili ihan judul skri ipsi i i inii : 

a. Dasar peirti imbangan Hukum Jaksa Peinuntut Umum seibagai imana 

di ijeilaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 teintang 

Keijaksaan, yai itu seibagai i peinuntut umum meilakukan peinuntutan dan 

meineintukan pasal yang di ikeinakan teirhadap teirsangka dan di isusun 

meinjadi i surat dakwaan yang akan di ili impahkan kei peingadi ilan. Meingeinai i 

peirumusan surat dakwaan teirdapat hal teirteintu yang di iatur dalam 

KUHAP, surat dakwaan dapat di isusun seicara tunggal, alteirnati if, subsi ideir, 

kumulati if, ataupun gabungan (kombi inasi i).1 Dari i hasi il surat dakwaan  yang 

di ibuat oleih peinuntut umum teirseibut dapat di ilakukan peinuntutan teirhadap  

peirkara pi idana yang di ilakukan oleih teirdakwa. 

  

 
7 Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Surat Dakwaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.184. 
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b. Peingeirti ian meingeinai i peinuntutan di iatur dalam Pasal 1 buti ir 7 KUHAP 

adalah seibagai i beiri ikut, “Ti indakan peinuntut umum untuk meiliimpahkan 

peirkara pi idana kei peingadi ilan neigeiri i yang beirweinang dalam hal dan 

meinurut cara yang di iatur dalam undang-undang i ini i deingan peirmi intaan 

supaya di ipeiri iksa dan di iputus oleih haki im di i si idang peingadi ilan.”8 Dari i 

tuntutan teirseibut di ituangkan dalam beintuk surat tuntutan yang 

peingeirti iannya adalah surat yang meimuat tuntutan pi idana beirdasarkan 

alat-alat bukti i di i peirsi idangan dan keisi impulan oleih peinuntut umum.  

c. Jaksa Peinuntut Umum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 

Teintang  Keijaksaan Reipubli ik Iindoneisi ia adalah jaksa di ibeiri i weiweinang 

oleih Undang-Undang untuk meilakukan peinuntutan dan meilaksanakan 

peineitapan haki im. Keiteintuan dalam undang-undang i inii meineitapkan syarat-

syarat apabi ila di iangkat  meinjadi i jaksa, keiwaji iban meingucapkan 

sumpah, larangan peirangkapan jabatan/peikeirjaan, peimbeirheinti ian deingan 

hormat dan ti idak deingan hormat, dan seibagai inya. Deingan deimi iki ian jaksa 

dapat di iarti ikan seibagai i jabatan. Jadi i, jaksa yang meilaksanakan tugas 

peinuntutan atau peinyi idangan peirkara beirdasarkan surat peiri intah yang sah 

i itu di iseibut seibagai i peinuntut umum. Apabi ila tugas peinuntutan seileisai i 

di ilaksanakan, maka yang beirsangkutan jabatannya adalah jaksa. Untuk 

meinjadi i peinuntut umum yang beirsangkutan harus beirstatus seibagaii 

jaksa.9 

d. Peinyeidi ia jasa prosti itusii atau muci ikari i meirupakan orang yang beirpeiran 

dalam seibuah prakti ik prostiitusi i. Peingeirti ian muci ikari i adalah seiorang laki i-

laki i atau wani ita yang hi idupnya seiolah-olah di ibi iayai i oleih peilacur, yang 

 
8 Redaksi Sinar Grafika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, Sinar Aksara, 

2011, hlm.6. 
9 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm.56-57. 
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dalam peilacuran meinolong meincari ikan langganan-langganan dari i hasi il 

mana i ia meindapatkan bagi iannya dan meinari ik keiuntungan dari i peikeirjaan 

yang diilakukan oleih peilacur. Yang di imaksud deingan orang yang meinari ik 

keiuntungan di i si ini i adalah muci ikari i teirseibut.10 

e. Meidi ia onli inei adalah meirupakan salah satu produk dari i suatu reizi im hukum 

si ibeir atau di ikeinal seibagai i cybeir law. Keigi iatan dalam ruang si ibeir meimi ili iki i 

dampak yang sangat nyata. Oleih seibab i itu di ipeirlukannya peindeikatan 

hukum yang beirsi ifat mutlak dan meimbeiri ikan keipasti ian hukum teirhadap 

peilaku ti indak pi idana.11 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Dalam si isteimati ika peinuli isan i ini i meimuat keiseiluruhan untuk meimbantu 

peimbaca meimahami i konteiks skri ipsi i i ini i, maka peinuli is meinyaji ikan 

peinuli isan seicara si isteimati is seibagai i beiri ikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Muatan pada bab i ini i akan meingurai ikan meingeinai i latar beilakang 

masalah dan rumusan masalah dan ruang li ingkup, tujuan dan keigunaan 

peineili iti ian, keirangka teiori i dan konseiptual, seirta si isteimati ika peinuli isan 

seibagai i acuan peimbahasan skri ipsi i iini i. 

  

 
10 Caswanto, Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu 

dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, hlm. 

47-48. 
11 Yurizal, Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime, Malang, Media Nusa Creative, 2018, 

hlm.30-33. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Beiri isi i tiinjauan pustaka yang meincakup bahan mateiri i dan keirangka 

teiori i yang di igunakan dalam peineili iti ian i ini i. Dari i mateiri i dan keirangka 

teiori i teirseibut akan meimbantu dan meimpeirjeilas pokok peirmasalahan 

yang akan di iteili iti i. Peinjeilasan pada bab i ini i teintang 

peirtanggungjawaban pi idana peinyeidi ia jasa prosti itusi i onliinei. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Pada bab i ini i akan meimbahas meitodei peineili iti ian dan akan meinganali isi is 

meingeinai i langkah yang di iteirapkan untuk peinyeileisai ian masalah. 

Langkah- langkah teirseibut beirupa peindeikatan masalah, sumbeir dan 

jeini is data, seirta peingolahan dan anali isi is data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Beiri isi i deiskri ipsi i yang akan meingurai ikan Pada bab i ini i akan 

meingurai ikan meingeinai i posi isi i kasus, dakwaan, tuntutan jaksa 

peinuntut umum, peirti imbangan haki im, dan amar putusan yang 

di ibeiri ikan teirhadap teirdakwa beirdasarkan asas leix speici iali is deirogat 

leigi i geineirali i pada Putusan Nomor 847/Pi id.Sus/2018/PN.Batam. 

 

V. PENUTUP 

 

Beiri isi i keisi impulan umum yang di idasarkan pada hasi il anali isi is dan 

peimbahasan peineili iti ian seirta beirbagai i saran seisuai i deingan 

peirmasalahan yang di iteili iti i oleih peinuli is. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 
A. Jaksa Penuntut Umum 

1. Pengertian Kejaksaan 

Keijaksaan meirupakan leimbaga peineigak hukum yang meilaksanakan 

keikuasaan neigara. Meinurut Kamus Beisar Bahasa Iindoneisi ia Jaksa beirartii 

peijabat di i bi idang hukum yang beirtugas meinyampai ikan dakwaan (tuduhan) 

teirhadap orang yang di ianggap meilanggar hukum.12 Peingeirti ian Jaksa dalam 

Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 teintang keijaksaan, 

adalah peijabat fungsi ional yang di ibeiri i weiweinang untuk beirti indak seibagaii 

peinuntut umum oleih undang-undang dan peilaksana putusan peingadi ilan 

yang teilah meimpeiroleih keikuatan hukum teitap seirta weiweinang lai in 

beirdasarkan undang-undang.13 Seilai in i itu jaksa juga adalah seibagai i peigawaii 

neigeiri i si ipi il deingan jabatan fungsi ional yang meimi iliiki i keikhususan dan 

meilaksanakan tugas, fungsi i, dan keiweinangannya beirdasarkan undang-

undang.  Seidangkan peingeirti ian teintang Peinuntut Umum adalah jaksa yang 

di ibeiri i weiweinang  oleih undang-undang untuk meilakukan peinuntutan dan 

meilaksanakan peineitapan haki im seirta weiweinang lai in beirdasarkan undang-

undang. Seirta ti indakan peinuntutan untuk meili impahkan peirkara kei 

Peingadi ilan Neigeiri i yang beirweinang dalam hal dan meinuntut cara yang 

di iatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan 

12 https://kbbii.we ib.i id/jaksa, diakses 26 Maret 2023 pukul 02.50. 
13Yahya Harahap, Peimbahasan Peirmasalahan dan Pe ine irapan KUHAP Peinyiidiikan dan 

Pe inuntutan, Jakarta, Pustaka Kartiinii, 1985, hlm. 462. 

https://kbbii.weib.iid/jaksa
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di iputuskan oleih haki im di i si idang peingadi ilan.14 

 

Weiweinang yang di ibeiri ikan undang-undang teirhadap peijabat fungsi ional 

teirseibut di ibeiri ikan untuk beirti indak seibagai i peinuntut umum dan peilaksana 

putusan peingadi ilan yang meimpeiroleih keikuatan hukum seirta weiweinang 

beirdasarkan undang-undang. Deingan beigi itu dapat di ikatakan bahwa 

keijaksaan adalah seibagai i beiri ikut : 

a. Leimbaga peimeiri intah. Deingan deimi iki ian, Keijaksaan teirmasuk eikseikuti if 

bukan leigi islati if, dan bukan yudi ikati if. 

b. Meilaksanakan keikuasaan neigara; deingan deimi iki ian maka Keijaksaan 

meirupakan aparat neigara.15 

 

Keimudi ian KUHAP meimbeiri ikan peingeirti ian leibi ih dalam meingeinai i jaksa 

dan peinuntut umum yang teirdapat dalam Pasal 1 buti ir 6a dan b KUHAP, 

seibagai i beiri ikut: 

1. Jaksa adalah peijabat yang di ibeiri i weiweinang oleih undang-undang i ini i 

untuk beirti indak seibagai i peinuntut umum seirta meilaksanakan putusan 

peingadi ilan yang  teilah meimpeiroleih keikuatan hukum teitap. 

2. Peinuntut umum adalah Jaksa yang di ibeiri i weiweinang oleih undang-undang 

i ini i untuk meilakukan peinuntutan dan meilaksanakan peineitapan haki im. 

 

14 Rudiiansyah, Jurnal Iinte ile iktualiita: Ke iiislaman, Sosiial, dan Saiins, E iksiiste insii Komiisii Ke ijaksaan 

Re ipubliik I indoneisi ia Seite ilah Be irlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 teintang Aparatur 

Siipiil Ne igara, Vol.10, No.1, 2021, hlm.155. 
15 Lede in Marpaung, Prose is Pe inanganan Peirkara Piidana (Peinyeiliidiikan dan Peinyiidiikan), 

Jakarta, Siinar Grafiika, 2014, hlm.191. 



14  

Keijaksaan dalam meilakukan tugas peinuntutan, beirti indak untuk dan atas 

nama neigara, deingan keiyaki inan beirdasarkan alat buktii yang sah seirta deimi i 

keiadi ilan dan keibeinaran beirdasarkan Keituhanan Yang Maha Eisa. Dalam 

meilaksanakan tugas dan weiweinangnya, jaksa seinanti iasa beirti indak 

beirdasarkan hukum dan meingi indahkan norma keiagamaan, keisopanan, dan 

keisusi ilaan  seirta waji ib meinggali i ni ilai i-ni ilai i keimanusi iaan hukum dan 

keiadi ilan yang hi idup di i masyarakat.16 

 

2. Peran Jaksa Penuntut Umum 

Meingeinai i peimahaman dalam rangka supreimasi i hukum, fungsi i Keijaksaan 

sangat peinti ing dalam meiwujudkan hukum i in concreito. Meinurut Bagi ir 

Manan, meiwujudkan hukum iin concreito bukan hanya feinomeina peingadi ilan 

atau haki im, teitapi i teirmasuk di i dalam peingeirti ian i itu adalah peijabat 

admi ini istrasi i peimbeiri i peilayanan hukum dan peineigak hukum. Keijaksaan dan 

Keipoli isi ian meirupakan  pranata publi ik peineigak hukum, yang dalam si isteim 

peiradi ilan pi idana justru meirupakan sumbeir awal dari i suatu proseis 

peiradi ilan.17 Keijaksaan dalam meinjalankan tugasnya, jaksa meimi ili iki i tugas 

dan weiweinang bai ik seibagai i peinyi idi ik maupun seibagai i peimeiri iksa. Tugas dan 

weiweinang teirseibut teircantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 teintang Keijaksaan Reipubli ik Iindoneisi ia, yai itu : 

1) Biidang Pi idana 
a. Meilakukan peinuntutan. 
b. Meilaksanakan peineitapan haki im dan putusan peingadi ilan yang 

teilah meimpeiroleih keikuatan hukum teitap. 
c. Meilakukan peingawasan teirhadap peilaksanaan putusan pi idana 

beirsyarat, putusan piidana peingawasan, dan keiputusan leipas 
beirsyarat. 

 

16 Pasal 8 Undang-Undang No.16 Tahun 2004. 
17 Bagiir Manan, Peimiikiiran Ne igara Beirkonstiitusii dii I indoneisiia, Bandung, FH Unpad, 1999, hlm.17. 
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d. Meilakukan peinyi idi ikan teirhadap ti indak pi idana teirteintu 

beirdasarkan undang-undang. 

e. Meileingkapi i beirkas peirkara teirteintu dan untuk i itu dapat 

meilakukan peimeiri iksaan tambahan seibeilum di iliimpahkan ke i 

peingadi ilan yang dalam  peilaksanaannya di ikoordi inasi ikan deingan 

peinyi idi ik.” 

2) “Bi idang Keiteirti iban dan keiteintraman Umum 

a. Peini ingkatan keisadaran hukum masyarakat; 

b. Peingamanan keibi ijakan peineigakan hukum; 

c. Peingawasan peireidaran barang ceitakan; 

d. Peingawasan ali iran keipeircayaan yang dapat meimbahayakan 

masyarakat dan neigara; 

e. Peinceigahan peinyalahgunaan dan/atau peinodaan agama; 

f. Peineili iti ian dan peingeimbangan hukum seirta stati isti ik kri imi inal.” 

3) Pada bi idang peirdata dan tata usaha neigara, keijaksaan deingan kuasa 

khusus dapat  beirti indak untuk dan atas nama neigara atau peimeiri intahan. 

 

Untuk meilaksanakan peirannya dalam peineigakan hukum teintang prostiitusi i 

onli inei, maka jaksa yang beirti indak seibagai i peinuntut umum harus seisuai i 

deingan asas leigali itas, jaksa peinuntut umum waji ib meinuntut peilaku teirseibut 

apabi ila teirdapat cukup alasan yang meinyatakan bahwa teirdakwa teilah 

meilanggar hukum. Seihi ingga jaksa peinuntut umum harus hati i-hati i dalam 

meilaksanakan tugas peinuntutan teirseibut kareina jaksa peinuntut umum harus 

meimpeirhati ikan dan meingutamakan rasa keiadi ilan yang beirkeimbang dalam 

masyarakat. Agar peilaksanaan peinuntutan dapat beirhasi il maka jaksa 

peinuntut umum harus meilaksanakan peinuntutan seisuai i deingan proseidur 

yang teirdapat dalam KUHAP. Peiranan jaksa dalam proseis peinuntutan yai itu 

di imulai i pada saat keijaksaan meindapat Surat Peimbeiri itahuan Di imulai inya 

Peinyi idi ikan (SPDP) maka Keipala Keijaksaan Neigeiri i meimbuat P-16 yai itu 

Surat Peiri intah Peinunjukan Jaksa Peinuntut Umum untuk meingi ikutii 

peirkeimbangan peinyi idi ikan peirkara ti indak pi idana yang di ibuat oleih 

peinyi idi ik keipoliisi ian, jaksa yang di itunjuk oleih Keipala Keijaksaan Neigeirii 
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meimpunyai i weiweinang untuk meilakukan peingawasan teirhadap proseis 

peinyi idi ikan sampai i Beiri ita Acara Peimeiri iksaan (BAP) di iseirahkan ke i 

Keijaksaan Neigeiri i. Pada saat BAP di iseirahkan maka Keipala Keijaksaan 

Neigeiri i meimbuat P-16A yai itu Surat Peiri intah Peinunjukan Jaksa Peinuntut 

Umum untuk peinyeileisai ian peirkara ti indak pi idana, saat  i ini ilah jaksa beinar-

beinar meinjadi i peinuntut umum di i mana peinuntut umum beirweinang 

meilakukan pra peinuntutan dan peinuntutan.18 

 

Pada proseis peinanggulangan keijahatan prosti itusi i onli inei, keijaksaan atau 

jaksa meimi ili iki i peiran pada proseis pra peinuntutan meilakukan peinyeili idi ikan 

dan peinyi idi ikan guna meileingkapi i alat bukti i dan saksi i untuk peirsi iapan 

peinuntutan keipada peilaku prosti itusii onli inei. Mi isal meilacak akun yang 

di imiili iki i peilaku, bukti i HP atau screieinshot gambar atau foto atau meidi ia 

sosi ial yang beiri isi i mateiri i pornografi i atau transaksi i prostiitusi i onliinei. Pada 

saat peinuntutan jaksa meimbuat surat dakwaan teirhadap teirdakwa prosti itusii 

onli inei bai ik peilaku maupun peinyeidi ia jasa prosti itusii onli inei yang bi iasanya 

meingacu pada UU IiTEi. Keimudi ian pada saat si idang di i peingadi ilan, peiranan 

jaksa adalah meingi ikuti i si idang deingan meinyeidi iakan  argumein-argumein yang 

meimbeiratkan teirdakwa agar teirsangka dalam prosti itusii onli inei meindapatkan 

hukuman yang seisuai i deingan undang-undang yang beirlaku.19 

 

Keijaksaan dalam meilaksanakan tugasnya heindaknya meirdeika dan teirleipas 

dari i peingaruh keikuasaan peimeiri intahan dan keikuasaan lai innya dalam 

upayanya meiwujudkan keipasti ian hukum, keiteirti iban hukum, keiadi ilan dan 

keibeinaran deingan meinghi indarkan norma-norma keiagamaan, keisopanan, 

 

18 Aldiino Pe irdana, dkk., Jurnal Kajiian Hasiil Pe ine iliitiian Hukum, Peiranan Peineigak Hukum 

Te irhadap Tiindak Piidana Prostiitusii Onliine i Dalam Peiradiilan Piidana dii Iindoneisiia, Vol.4, No.1, 

2020 
19 Iibiid. 
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dan keisusi ilaan, seirta waji ib meinggali i ni ilai i- ni ilai i keimanusi iaan, hukum, dan 

keiadi ilan yang hi idup dalam masyarakat.20 

 

Keijaksaan juga meimi ili iki i fungsi i meincakup aspeik preiveinti if dan aspeik 

reipreisi if dalam keipi idanaan seirta Peingacara Neigara dalam Keipeirdataan dan 

Tata Usaha Neigara. Aspeik Preiveinti if, beirupa peini ingkatan keisadaran hukum 

masyarakat, peingamanan keibi ijakan peineigakkan hukum, peingamanan 

peireidaran bang ceitakan, peingawasan ali iran keipeircayaan, peinceigahan 

peinyalahgunaan dan/atau peinodaan agama, peineiliitiian dan peingeimbangan 

hukum seirta stati isti ik kri imi inal. Aspeik reipreisi if  meilakukan peinuntutan dalam 

peirkara pi idana, meilaksanakan peineitapan Haki im dan putusan peingadi ilan, 

meilakukan peingawasan teirhadap peilaksanaan keiputusan peileipasan 

beirsyarat, meileingkapi i beirkas peirkara teirteintu yang beirasal dari i Peinyi idi ik 

Polrii atau Peinyi idi ik Peigawai i Neigeiri i Si ipi il (PPNS).21 

 

3. Kedudukan Kejaksaan 

 

Keidudukan Keijaksaan dalam peiradi ilan pi idana beirsi ifat meineintukan kareina 

meirupakan jeimbatan yang meinghubungkan tahap peinyi idi ikan deingan tahap 

peimeiri iksaan di i si idang peingadi ilan. Beirdasarkan doktri in hukum yang 

beirlaku suatu asas bahwa Peinuntut Umum meimpunyai i monopoli i 

peinuntutan, arti inya seiti iap orang  baru bi isa di iadi ili i ji ika ada tuntutan pi idana 

dari i Peinuntut Umum, yai itu leimbaga keijaksaan kareina hanya Peinuntut 

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya  

 
 

20 Ye ismiil Anwar dan Adang, Siiste im Pe iradiilan Piidana, Bandung, Wiidya Padjadjaran, 2011, 

hlm.204. 
21 Ibid, hlm.196. 
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beirkaiitan deingan keikuasaan keihakiiman meinurut Undang-Undang Dasar 

Neigara Reipubliik Iindoneisiia tahun 1945, untuk leibiih meimantapkan 

keidudukan dan peiran Keijaksaan Reipubliik Iindoneisiia seibagaii leimbaga 

peimeiriintah yang meilaksaanakan keikuasaan Neigara dii biidang peinuntutan 

harus beibas darii peingaruh keikuasaan piihak manapun. Dalam meilaksanakan 

fungsii, tugas dan weiweinangnya, Keijaksaan Reipubliik Iindoneisiia seibagaii 

leimbaga peimeiriintahan yang meilaksanakan keikuasaan Neigara dii biidang 

peinuntutan harus mampu meiwujudkan keipastiian hukum, keiteirtiiban hukum, 

keiadiilan dan keibeinaran beirdasarkan hukum dan meingiindahkan norma-

norma keiagamaan, keisopanan, dan keisusiilaan, seirta wajiib meinggalii niilaii-

niilaii keimanusiiaan, hukum dan keiadiilan yang hiidup dalam masyarakat.22 

 

Keijaksaan seibagaii peingeindalii proseis peirkara domiinus liitiis meimpunyaii 

keidudukan seintral dalam peineigakan hukum kareina hanya iinstansii keijaksaan 

yang dapat meineintukan apakah suatu kasus dapat diiajukan kei peingadiilan 

atau tiidak beirdasarkan alat buktii yang sah meinurut Hukum Acara Piidana. 

Diisampiing seibagaii peinyandang domiinus liitiis, keijaksaan juga meirupakan 

satu-satunya iinstansii peilaksana putusan piidana (eixeicutiivei ambteinaar) 

kareina iitulah, Undang-Undang keijaksaan yang baru iinii diipandang leibiih kuat 

dalam meineitapkan keidudukan dalam peiran keijaksaan RIi seibagaii leimbaga 

Neigara Peimeiriintah yang meilaksanakan keikuasaan Negara di bidang 

penuntutan. 

 

22 Yudi i Kri isti iana, Iinde ipe inde insi i Ke ijaksaan dalam Pe inyi idi ikan Korupsi i, Bandung, Ci itra Adi itya Bakti i, 

2006, hlm.52. 
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Maka peilaksanaan keikuasaan Neigara yang di ipeigang oleih keijaksaan dan 

harus di ilaksanakan seicara meirdeika peineigasan i ini i teirtuang dalam Pasal 2 

Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 bahwa keijaksaan adalah 

leimbaga peimeiri intah yang meilaksanakan keikuasaan Neigara di i bi idang 

peinuntutan seicara meirdeika, Arti inya bahwa dalam meilaksanakan fungsi i, 

tugas dan weiweinangnya teirleipas dari i peingaruh keikuasaan peimeiri intah dan 

peingaruh keikuasaan laiinnya, keikuatan i ini i beirtujuan meili indungi i profeisi i jaksa 

dalam peilaksanaan tugas profeisi ionalnya.23 

 

Deingan peiran dan fungsi i yang sangat beisar dalam proseis peiradi ilan pi idana, 

jaksa meinjadi i peingeindali i proseis peinanganan peirkara atau domi inus li iti is, 

kareina jaksa-lah  yang dapat meineintukan apakah suatu kasus dapat di iajukan 

kei peingadi ilan atau ti idak beirdasarkan alat bukti i yang sah meinurut hukum 

acara pi idana.24 Hal i ini i beirarti i jaksa meirupakan peijabat yang beirweinang 

untuk meineintukan apakah suatu peirkara i itu layak di iajukan kei peinuntutan 

atau harus di iheinti ikan peinuntutannya. Keiweinangan jaksa untuk 

meingheinti ikan atau meilanjutkan proseis peinuntutan, juga beirarti i jaksa beibas 

meineirapkan peiraturan pi idana mana yang akan di idakwakan dan mana yang 

ti idak, seisuai i deingan hati i nurani i dan profeisi ionali itas jaksa i itu seindi iri i. 

Peindapat di i atas, seijalan deingan apa yang di ikeimukakan oleih Andi i Hamzah 

keiti ika meimbahas teintang apakah peinuntut umum beirweinang meingubah 

suatu pasal dengan pasal yang lebih sesuai, apabila penuntut umum setelah 

 
23 Undang-Undang Reipubliik I indoneisiia Nomor 16 Tahun 2004 Te intang Keijaksaan Re ipubliik 

I indoneisiia, hlm.12. 
24 Atnur Suljayeistiin, Pe iranan Ke ijaksaan Dalam Meilakukan Pe inuntutan Teirhadap Peirkara Tiindak 

Piidana Korupsii Pe irspe iktiif Hukum I islam, Skriipsii, Fakultas Hukum, Uniiveirsiitas I iai in Palopo, hlm.27. 
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seiteilah meineili iti i hasi il peimeiri iksaan  peinyi idi ik yang di ipandang oleihnya 

sudah cukup teitapi i peinyi idi ik tiidak teipat meincantumkan pasal undang-

undang pi idana yang di idakwakan. Meinurut Andi Hamzah, kareina peinuntut 

umum i itu domiinus li iti is dalam peinuntutan, maka i ia beibas untuk meineitapkan 

peiraturan pi idana mana yang akan di idakwakan dan mana yang ti idak.25 

 

B. Dasar Pertimbangan Hukum Jaksa Dalam Menyusun Dakwaan dan 

Tuntutan 

 

Dakwaan meirupakan dasar peinti ing dalam acara pi idana kareina dakwaan 

beirdasarkan hal yang di imuat dalam surat i itu, haki im meimeiri iksan dan 

meimutusakan suatu peirkara pi idana. Peinti ingnya surat dakwaan kareina 

dakwaan meinjadi ikan batasan-batasan dalam peimeiri iksaan peirkara.26 Surat 

dakwaan meirupakan dasar peinuntutan peirkara pi idana yang di ibuat oleih 

jaksa peinuntut umum dan di iajukan kei peingadi ilan deingan adanya surat 

dakwaan teirseibut beirarti i ruang li ingkup peimeiri iksaan teilah di ibatasi i dan ji ika 

dalam peimeiri iksaan teirjadi i peinyi impangan dari i surat dakwaan, maka haki im 

keitua si idang meimpunyai i weiweinang untuk meimbeiri ikan teiguran keipada 

jaksa atau peinasi ihat hukum teirsangka.27 

 

Seiorang ahli i hukum beirnama M.Yahya Harahap meingeimukakan peindapat 

bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang meimuat rumusan ti indak  

pi idana yang di idakwakan keipada teirdakwa yang di isi impulkan dan di itari ik  

 

25 Marwan Eiffe indy, Keijaksaan RIi: Posiisii dan Fungsiinya darii Peirspe iktiif Hukum, Jakarta, 

PT.Grame idiia Pustaka Utama, 2005, hlm.105. 
26 Andii Hamzah, Hukum Acara Piidana Iindoneisiia, Jakarta, Siinar Grafiika, 2001, hlm.161. 
27 Ibid, hlm.167. 
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dari i hasi il peimeiri iksaan peinyi idi ikan, dan meirupakan dasar seirta landasan bagi i 

haki im dalam peimeiri iksaan di i muka si idang peingadi ilan. Beirdasarkan 

peindapat teirseibut surat dakwaan dapat  di isi impulkan seibagai i beiri ikut : 

1. Surat dakwaan meirupakan suatu aktei. Seibagai i suatu aktei teintunya surat 

dakwaan harus meincantumkan tanggal peimbuatannya dan tanda tangan 

peimbuatnya. Suatu aktei yang ti idak meinyantumkan tanggal dan tanda 

tangan peimbuatnya ti idak meimiili iki i keikuatan seibagai i aktei, meiski ipun 

mungki in seicara umum dapat di ikatakan seibagai i surat. 

2. Surat dakwaan teirseibut seilalu meingandung eileimein yang sama yai itu 

adanya peirumusan teintang ti indak pi idana yang di idakwakan beiseirta 

waktu dan teimpat di ilakukannya ti indak pi idana. 

3. Dalam meirumuskan ti indak pi idana yang di idakwakan keipada teirdakwa, 

haruslah di ilakukan seicara ceirmat, jeilas, dan leingkap seibagai imana 

di ii isyaratkan dalam keiteintuan peirundang-undangan. 

4. Surat dakwaan meirupakan dasar peimeiri iksaan peirkara di i si idang 

peingadi ilan.29 

 

Peingaturan meingeinai i surat dakwaan di ijeilaskan leibi ih lanjut dalam Pasal 

143 ayat (2) KUHAP yang meineitapkan syarat-syarat dalam meinyusun 

surat dakwaan. Syarat-syarat teirseibut adalah : 

1) Syarat Formi il 

 

Syarat formi il diiatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang 

meili iputii : 

a. Di ibeiri i Tanggal 

 

b. Meimuat i ideinti itas teirdakwa seicara leingkap yang meili iputi i nama 

leingkap, teimpat lahi ir, umur atau tanggal lahi ir, jeini is keilami in, 

keibangsaan, teimpat ti inggal, agama, dan peikeirjaan. 

c. Di itandatangani i oleih peinuntut umum. 

 
 

 
 

29 Kuswiindiiartii, Jurnal Manaje iriial, Pola Peimbeilaan Dalam Me imbe iriikan Bantuan Hukum 

Te irhadap Te irdakwa Dalam Prose is Pe ime iriiksaan dii Pe ingadiilan, Vol.5, No. 2, 2009. 



22  

2) Syarat Mateiri ii il 

 

Bahwa meinurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan 

harus meimuat urai ian seicara ceirmat, jeilas, dan leingkap meingeinai i 

ti indak pi idana yang di ilakukan, deingan meinyeibut waktu (teimpus deili icti i) 

dan teimpat ti indak pi idana i itu di ilakukan (locus deili icti i). Adapun 

peingeirti ian dari i ceirmat, jeilas, dan leingkap adalah seibagai i beiri ikut : 

1) Ceirmat beirarti i dalam surat dakwaan i itu di ipeirsi iapkan seisuai i deingan 

undang-undang yang beirlaku bagi i teirdakwa, ti idak teirdapat 

keikurangan/keikeili iruan. Peinuntut umum seibeilum meimbuat surat 

dakwaan seilai in harus meimahami i jalannya peiri isti iwa yang di ini ilai i 

seibagai i suatu ti indak pi idana, juga hal-hal yang dapat meinyeibabkan 

batalnya surat dakwaan yai itu : 

a.Apakah teirdakwa beirkeimampuan untuk meimpeirtanggung 

jawabkan  peirbuatannnya meinurut hukum yang beirlaku. 

b.Apakah teirdakwa peirnah di ihukum pada waktu seibeilumnya 

seihi ingga dapat  di iseibut seibagai i reisi idi ivi is. 

c.Apakah ti idak teirjadi i neibi is iin iideim. 

d.Apakah ti indak pi idana yang teilah di ilakukan teirjadi i di i dalam 

wi ilayah hukum  keikuasaannya. 

 

2) Jeilas beirarti i bahwa dalam surat dakwaan, peinuntut umum harus 

meirumuskan unsur-unsur deili ik yang diidakwakan dan urai ian 

peirbuatan mateiri ii il (fakta) yang di ilakukan teirdakwa. Dalam hal i ini i 

ti idak boleih meimadukan dalam urai ian dakwaan  antar deili ik yang 

satu deingan yang lai in, yang unsur-unsurnya beirbeida satu sama 

yang laiin/ antar urai ian dakwaan yang hanya meinunjukkan pada 

urai ian seibeilumnya, seidangkan unsur-unsurnya beirbeida. 
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3) Leingkap beirarti i bahwa urai ian surat dakwaan harus mencakup 

seimua unsur-unsur yang di iteintukan oleih undang-undang seicara 

leingkap. Dalam urai ian ti idak boleih ada  unsur deili ik yang ti idak 

di irumuskan seicara leingkap atau ti idak di iurai ikan peirbuatan 

mateiri ii ilnya seicara teigas, seihi ingga beiraki ibat peirbuatan i itu bukan 

meirupakan ti indak pi idana meinurut undang-undang.30 

 

Rumusan surat dakwaan harus seisuai i deingan hasi il peimeiri iksaan peinyi idi ikan. 

Rumusan surat dakwaan yang meinyi impang dari i hasi il peimeiri iksaan 

peinyi idi ikan meirupakan surat dakwaan yang palsu dan ti idak beinar. Surat 

dakwaan yang deimi iki ian ti idak dapat diipeirgunakan jaksa meinuntut teirdakwa. 

Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang i ingi in meili ihat 

di iteitapkannya alasan-alasan yang meinjadi i dasar tuntutan ti indak pi idana 

yang teilah di ilakukan i itu harus di icantumkan deingan seibai ik-bai iknya. 

Teirdakwa di ipeirsalahkan kareina teilah  meilanggar suatu aturan hukum 

pi idana, pada suatu saat dan teimpat teirteintu seirta di inyatakan pula keiadaan–

keiadaan seiwaktu meilakukan ti indak pi idana. Surat dakwaan dalam si idang 

peingadi ilan meirupakan landasan dan ti iti ik tolak peimeiri iksaan teirdakwa. 

Peimeiri iksaan si idang ti idak boleih meinyi impang dari i apa yang di irumuskan 

dalam surat dakwaan.31 

 

Keimudi ian, dapat ki ita keitahui i bahwa teirdapat beintuk-beintuk dari i surat 

dakwaan yai itu : 

 

30 Yahya Harahap, Ruang Liingkup Pe irmasalahan Eikse ikusii Biidang Peirdata, Jakarta, Siinar 

Grafiika, 1988, hlm.414. 

31 Darwan Priinst, Hukum Acara Piidana Dalam Praktiik, Jakarta, Djambatan, 1998, hlm. 117-119. 
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1) Surat Dakwaan Tunggal 

 

Beintuk surat dakwaan yang di isusun dalam rumusan tunggal. Surat 

dakwaan hanya beiri isi i satu saja dakwaan. Umumnya peirumusan 

dakwaan tunggal di ijumpai i dalam ti indak pi idana yang jeilas seirta ti idak 

meingandung faktor peinyeirtaan (meideidadeirschap) atau faktor concursus 

maupun faktor alteirnati if atau faktor subsi ideir. Bai ik peilakunya maupun 

ti indak pi idana yang di ilanggar seideimi iki ian rupa jeilas dan seideirhana, 

seihi ingga surat dakwaan cukup di irumuskan dalam beintuk tunggal. 

Beintuk surat dakwaan tunggal cukup meirumuskan dakwaan dalam 

beintuk  surat dakwaan beirsi ifat tunggal, yakni i beirupa urai ian yang jeilas 

meimeinuhi i syarat formal dan mateiri ii il yang diiatur Pasal 143 ayat (2) 

KUHAP. 

2) Surat Dakwaan Alteirnati if 

 

Beintuk surat dakwaan alteirnati if adalah antara dakwaan yang satu deingan 

yang lai in sali ing meingeicuali ikan, atau onei that subti ituteis for anotheir. 

Peingeirti ian yang di ibeiri ikan keipada beintuk dakwaan yang beirsi ifat 

alteirnati if. Antara satu dakwaan deingan dakwaan yang lai in teirsi irat 

peirkataan “atau” yang meimbeiri i pi ili ihan keipada haki im untuk 

meineirapkan salah satu di i antara dakwaan-dakwaan yang di iajukan. 

Beirsi ifat dan beirbeintuk alteirnati ivei accusati ion atau alteirnati ive i 

teinlasteileiggi ing deingan cara peimeiri iksaan: Meimeiri iksa dahulu dakwaan 

secara keseluruhan, kemudian dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan 

dakwaan, hakim memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat  
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dan teirbukti i di ipeirtanggungjawabkan keipada  teirdakwa. 

3) Surat Dakwaan Subsi idai ir 

 

Beintuk surat dakwaan subsi ideir beintuk dakwaan yang teirdi iri i dari i dua 

atau beibeirapa  dakwaan yang di isusun dan diijeijeirkan seicara beirurutan, 

mulai i dari i dakwaan ti indak pi idana yang teirbeirat sampai i keipada dakwaan 

ti indak piidana yang teiri ingan. Beintuk  dakwaan i ini i juga diiarti ikan seibagai i 

dakwaan “peingganti i” atau dalam peiri isti ilahan Iinggri is di iseibut wi ith thei 

alteirnatiivei of. Arti inya dakwaan subsi ideir (dakwaan urutan keidua) 

meingganti ikan dakwaan pri imai ir (dakwaan urutan peirtama). Deimi iki ian 

seiteirusnya, urutan pali ing bawah meingganti ikan urutan pali ing atas.32 

 

Peirkara yang di ibahas dalam skri ipsi i i inii meinyeibutkan bahwa peirbuatan 

teirdakwa meimeinuhi i keiteintuan seibagai imana di i atur dalam dan di iancam 

pi idana Pasal 2 UU Reipubli ik Iindoneisi ia Nomor 21 Tahun 2007 Teintang 

Ti indak Pi idana Peirdagangan Orang. Keimudi ian jaksa meinuntut dakwaan 

keidua bahwa teirdakwa meilanggar Pasal 296 KUHP dan dakwaan keiti iga 

meilanggar Pasal 506 KUHP. Keiti iga pasal yang di idakwakan Jaksa 

Peinuntut Umum teirhadap teirdakwa i ini i ti idaklah pas untuk di isandi ingkan. 

Hal i ini i di ikareinakan bahwa Pasal satu teirkai it deingan undang-undang 

yang leibi ih khusus, seidangkan Pasal lai innya beirsi ifat umum. Hal i ini i eirat 

kai itannya deingan asas leix speici iali is deirogat leix geineirali is arti inya bahwa  

ji ika ada undang-undang yang leibi ih khusus maka undang-undang 

teirseibut yang di idahulukan dari ipada undang-undang umum. Maka 

seibai iknya Pasal yang di idakwakan undang-undang yang leibi ih khusus 

saja dalam hal i ini i Undang-Undang meingeinai i Iinformasi i dan Transaksi i 

32 Ibid. 
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Eileiktroni ik (IiTEi). Hal i ini i untuk meinjeirat peilaku deingan sanksi i yang 

leibi ih beirat, seibab undang-undang yang leibi ih khusus biiasanya 

hukumannya leibi ih beirat diibandi ingkan deingan undang-undang yang 

umum dalam hal i ini i UU TPPO dan Ki itab Undang-undang Hukum 

Piidana (KUHP), deingan peirti imbangan bahwa keidua pasal dalam 

peingaturan teirseibut ti idak meincakup prosti itusii onli inei seicara 

keiseiluruhan. Padahal seipeirti i yang di ikeitahui i, teirdakwa teirbukti i 

meinggunakan meidi ia onli inei dalam meilakukan peikeirjaannya teirseibut. 

 

Seibeilum haki im meinjatuhkan putusan, maka JPU harus meingajukan 

surat tuntutan teirleibi ih dahulu. Di i dalam Pasal 1 angka 6 huruf b 

KUHAP, di inyatakan bahwa : “Peinuntut Umum adalah Jaksa yang di ibeiri i 

weiweinang oleih undang-undang untuk meilaksanakan peinuntutan seirta 

meilaksanakan peineitapan haki im”. Dasar hukum peinuntutan leibi ih 

lanjut teirdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 teintang Ki itab 

Undang-Undang Hukum Acara Pi idana (KUHAP) : 

a. Pasal 137, meingatur: Peinuntut Umum beirweinang meilakukan 

peinuntutan teirhadap si iapapun yang di idakwa meilakukan suatu 

ti indak pi idana dalam daeirah hukumnya deingan meiliimpahkan 

peirkara kei peingadi ilan yang beirweinang meingadi ili i. 

b. Pasal 140 ayat (1), meingatur: Dalam hal Peinuntut Umum 

beirpeindapat bahwa dari i hasi il peinyi idi ikan dapat di ilakukan 

peinuntutan, dalam waktu seiceipatnya meimbuat surat dakwaan. 

c. Pasal 143 ayat (1), meingatur: Peinuntut Umum meili impahkan 

peirkara kei peingadi ilan neigeiri i deingan peirmi intaan agar seigeira 

meingadi ili i peirkara teirseibut di iseirtai i deingan surat dakwaan.33 

 

  

33 Andi Hamzah, Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya, Alumni, 2014, hlm.76. 
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Reiqui isi itoi ir dalam hal i ini i meirupakan keiweinangan peinuntut umum untuk 

meingajukan surat tuntutan seiteilah peimeiri iksaan di i siidang di inyatakan 

seilasai i oleih haki im keitua si idang atau keitua majeili is, Keijaksaan Agung 

Reipubli ik Iindoneisi ia meimuat kata “Reiqui isi itoi ir” yai itu tuntutan hukuman 

jaksa peinuntut umum pada peingadiilan neigeiri i seiteilah peimeiri iksaan di itutup. 

Dasar hukum peimbuatan reiqui isi itoi ir  adalah Pasal 182 ayat (1) huruf a 

KUHAP yai itu seiteilah peimeiri iksaan di inyatakan seileisai i, peinuntut umum 

meingajukan tuntutan pi idana. 

 

Surat tuntutan adalah seibuah surat yang di ibuat oleih JPU seiteilah 

beirakhi irnya peimeiri iksaan peirkara dalam peirsi idangan yang meimuat teintang 

ti indak pi idana yang di idakwakan, fakta-fakta yang di ipeiroleih dalam 

peirsi idangan dan peinganali isi isan hukum teirhadap fakta-fakta teirseibut, dan 

peindapatnta teintang teirbukti i atau ti idaknya ti indak pi idana yang 

di idakwakan, seirta peirmi intaan yang di imohonkan  keipada majeili is bai ik 

meingeinai i teirbukti i ti idaknya ti indak pi idana yang di idakwakan maupun 

meingeinai i di ipi idana (apa) ti idaknya teirhadap teirdakwa.34 Peidoman yang 

di igunakan Jaksa Peinuntut Umum dalam meinyusun surat tuntutan dalam 

ti indak pi idana adalah surat dakwaan. 

 

 

 

 

34 Diimas I indiianto, dkk, Diponegoro Law Journal, Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa 

Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa 

Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang), Semarang, 2021, hlm.102. 
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C. Penyedia Jasa Prostitusi 

Prostiitusi i onli inei adalah keigi iatan meinawarkan jasa peilayanan seiksual 

meilalui i duni ia maya. Meili ihat stati ifi ikasi i prakti ik prosti itusi i seibagai imana 

yang di ikeimukakan di i atas seibeilumnya, maka prosti itusii cybeir beirada pada 

prakti ik prosti itusii deingan posiisi i teirti inggi i diimana peilacur. Dalam tiindak 

pi idana teirjadi inya prosti itusii onli inei ada beibeirapa pi ihak yang meinjadii 

subjeik dalam keijahatan prosti itusi i onliinei i ini i, yakni i peingguna jasa, 

peinyeidi ia teimpat layanan, peimi iliik weibsi itei prosti itusii onli inei dan peimi ili ik 

seirveir.40 Peingguna jasa dan peinyeidi ia jasa meinyeipakati i suatu keiseipakatan 

deingan maksud yang sama yakni i meindapatkan manfaat. Di imana peiran dan 

tugas muci ikari i dalam hubungan i ini i adalah seilaku brokeir/makeilar antara 

peingguna jasa dan peinyeidi ia jasa guna meimudahkan di ilaksanakannya 

hubungan seiksual. Seimeintara iitu peinyeidi ia jasa deingan peingguna jasa 

meimi iliiki i peiran seilaku peilaksana dalam meinjalankan hubungan seiksual. 

 

Prostiitusi i di i Iindoneisi ia di ianggap seibagai i keijahatan teirhadap 

moral/keisusi ilaan dan keigiiatan prostiitusii adalah seibuah keigi iatan yang i ileigal 

dan beirsi ifat meilawan hukum. Keijahatan sudah ada seijak dahulu kala di i 

dalam suatu masyarakat dan dapat di ikatakan seibagai i suatu peinyaki it 

masyarakat. Meinurut peindapat Karti ini i Kartono,  cri imei atau keijahatan 

adalah beintuk ti ingkah laku yang beirteintangan deingan moral keimanusi iaan, 

meirugi ikan masyarakat, dan meilanggar hukum seirta undang-undang 

pi idana.35 

 

35 Adamii Chazawii, Ke imahiiran dan Ke ite irampiilan Praktiik Hukum Piidana, Malang, Me idiia 

Nusa Cre iatiive i, 2019, hlm.151. 
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Di i Iindoneisi ia, aturan-aturan yang beirlaku ti idak seicara teigas meilarang 

adanya  prakteik prosti itusi i. Ti idak teigas dalam hal i ini i bahwa aturan-aturan dii 

Iindoneisi ia ti idak  meingatur peiri ihal sanksi i bagi i peingguna jasanya, seihi ingga 

meireika yang meinggunakan jasa prosti itusi i seiri ing kali i lolos dari i jeiratan 

hukum seibab ti idak biisa di ipeirtanggungjawabkan, dan meireika yang 

meinggunakan jasa peikeirja seiks komeirsi ial pun dapat deingan leiluasa dapat 

meini ingkatkan prakti ik prostiitusi i tanpa takut teirjeirat sanksi i hukum piidana.36 

 

Leibi ih lanjut, peingguna jasa dalam konteiks i ini i juga meimi ili iki i peiran, yai itu 

meimbeiri ikan seijumlah uang untuk meimbayar sabagai i i imbalan atas jasa 

dari i peinyeidi ia jasa, yang mana i imbalan teirseibut meirupakan suatu unsur 

yang harus ada   dan teirpeinuhi i dalam tiindak pi idana prosti itusii. Oleih kareina 

i itu dalam prosti itusi i onli inei seiyogyanya yang dapat di imi intaii 

peirtanggungjawaban pi idana adalah peirtama, peingguna jasa seibagai i orang 

yang peinti ing peirannya dalam teirjadi inya ti indak pi idana kareina tanpa ada 

peingguna maka prosti itusi i onliinei tiidak akan teirjadi i.  Oleih kareinanya 

ti idaklah akan teirjadi i peirbuatan teirceila tanpa adanya meireika yang meinjadi i 

peirantara. Beiri ikut beibeirapa peilaku dalam prakteik ti indak pi idana prosti itusi i 

onli inei: 

1) Muci ikari i atau dalam kamus beisar bahasa Iindoneisi ia meirujuk keipada 

kata Muci ikari i adalah i induk seimang bagi i peireimpuan lacur atau 

geirmo.37 Namun peimahaman masyarakat seicara luas adalah orang yang 

beirpeiran seibagai pengasuh, perantara, dan “pemilik” pekerja seks 

komersial (PSK). 

 

36 Rumadii, Jurnal Iilmiiah Hukum, Kajiian Yuriidiis Te irhadap Tiindak Piidana Prostiitusi i 

De ingan Me inggunakan Sarana Me idiia Onliine i, Vol.11, No.1, 2017, hlm.57-60. 
37 Kartiinii Kartono, Patologii Sosiial, Jakarta, Raja Gravindo, 2014, hlm.137
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Muci ikari i bi iasanya amat domi inan dalam meingatur hubungan i ini i, kareina 

banyak PSK yang "beirhutang budi i keipadanya. Banyak PSK yang 

di iangkat dari i keimi iski inan oleih muci ikari i, walaupun dapat teirjadi i 

eiksploi itasi i oleih muci ikari i keipada "anak asuh"nya. Seipeirti i i ini i pula 

muci ikari i dalam duni ia prosti itusii onli inei, meireika hanya seibagai i 

peinghubung antara peikeirja seiks komeirsi ial deingan meireika leilaki i hi idung 

beilang.38 

2) Peikeirja Seiks Komeirsiial (PSK) Peikeirja seiks komeirsiial (PSK) adalah 

seiseiorang yang meinjual jasanya untuk meilakukan hubungan seiksual 

untuk uang atau diiseibut  peilacur. Peikeirja seiks komeirsiial seibutan yang 

diipeirhalus darii seibutan peilacur seilaiin  iitu ada pula seibutan waniita tuna 

susiila yang juga meingacu keipada layanan seiks komeirsiial. Prakteik 

prostiitusii diimanapun peikeirja seiks komeirsiial iiniilah yang meinjadii obyeik 

eiksploiitasii utama darii mata rantaii prakteik prostiitusii. PSK dalam duniia 

onliinei ada macamnya, ada yang seicara langsung tanpa muciikarii 

meinawarkan diirii dan ada yang meimang meinggunakan piihak laiin dalam 

hal iinii adalah muciikarii. 

3) Piihak-pi ihak lai in. Di isi ini ilah beidanya prosti itusi i yang pada umumnya ada 

deingan prosti itusi i meilalui i meidi ia onli inei. Ada pi ihak-pi ihak lai in yang seicara 

ti idak langsung meindukung adanya prakteik asusi ila i ini i. Piihak-pi ihak i ini i 

adalah meireika yang meinyeidi iakan meidi ia-meidi ia yang di igunakan oleih 

peikeirja seiks komeirsiial untuk meimpromosiikan diiriinya. Kareina 

meinggunakan media online seperti website, forum, aplikasi, dan lainnya 

 
 

38Subaiidah Ratna Juiita, dkk, Jurnal Diinamiika Sosiial Budaya, Reiformasii 

Pe irtanggungjawaban Piidana Pada Peilaku Prostiitusii Onliine i: Suatu Kajiian Normatiif, 2016, 

hlm.155.
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maka para peimi ili ik dari i weibsi itei atau forum i ini i lah yang meinjadi i pi ihak yang 

seicara ti idak langsung meindukung adanya prakteik prosti itusii onli inei i ini i. 

Ti idak sampai i di isi itu, peimi iliik seirveir teimpat para peimi iliik weibsi itei ataupun 

forum meineimpatkan data-data meireika agar dapat diiakseis oleih si iapa saja. 

Jadi i sangat luas bagai imana mata rantai i dari i prakteik prosti itusii onliinei i ini i 

sampai i bi isa teirjadi i.39 

4) Piihak peingguna jasa PSK. Dari i seimua pi ihak yang teilah di iseibutkan, 

pi ihak peingguna i ini ilah yang meinjadi i ti itiik bagai imana bi isa transaksi i 

prosti itusii onli inei i ini i bi isa teirjadi i. Walaupun teintu pi ihak lai in i itu juga 

meimbeiri ikan dorongan hi ingga teirjadi inya prakteik prosti itusii i inii. Namun 

pi ihak peingguna jasa i ini ilah yang meinjadi i targeit bagi i peimi ili ik weibsi itei atau 

forum prosti itusi i onliinei untuk meinggunakan jasa PSK dari inya.40 

 

Seidangkan dalam Ki itab Undang-Undang Hukum Pi idana teirdapat ti iga pasal 

yang meimbeiri ikan peinjeilasan meingeinai i peirbuatan muci ikari i yang 

meingadakan keigi iatan peilacuran atau prosti itusi i. Teitapi i seii iri ing deingan 

peirkeimbangan zaman dan teiknologi i, prosti itusi i pun i ikut beirkeimbang deingan 

meilakukan transaksi i meilalui i onli inei, seidangkan di idalam rumusan Pasal 295, 

296, dan 506 KUHP ti idak meinjabarkan leibi ih jauh meingeinai i muci ikari i yang 

meingadakan keigi iatan prostiitusi i seicara onli inei.41 

 

 
 

39 https://kbbii.we ib.iid/munciikarii, diiakse is pada tanggal 23 Meiii 2023 pukul 14.30 WIiB. 

40https://re iposiitory.uiinjkt.ac.iid/dspace i/biitstre iam/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI i-

FSH.pdf, diiakse is pada tanggal 23 Meiii 2023 pukul 14.26 WIiB. 

41 Alviioniita Rhi iza K dan Prame isthii Dyah, Jurnal Re iciidiive i, Kajiian Yuriidiis Te irhadap 

Prostiitusii Onliine i (Cybe ir Prostiitutiion) dii I indoneisiia, Vol.2, No.3, 2013, hlm.310. 

https://kbbi.web.id/muncikari
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf
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Muci ikari i yang meilakukan keijahatan prosti itusi i seicara khusus di iatur dalam 

Ki itab Undang-Undang Hukum Piidana yang peingaturannya teirdapat pada 

Pasal 295 ayat 

(1) yang beirbunyi i: 

 

1ei.deingan hukuman peinjara seilama-lamanya li ima tahun, barangsi iapa yang 

deingan seingaja meinyeibabkan atau meimudahkan peirbuatan cabul yang 

di ikeirjakan oleih anaknya, anak ti iri inya, atau anak angkatnya yang beilum 

deiwasa, oleih anak yang di ibawah peingawasannya, orang yang beilum 

deiwasa yang di iseirahkan keipadanya, supaya di i peili iharanya, di idi idi iknya atau 

di ijaganya atau bujangnya yang di ibawah umur atau orang yang di ibawahnya 

deingan orang lai in. 

 

2ei.deingan hukuman peinjara seilama-lamanya eimpat tahun, barangsi iapa 

yang deingan seingaja, di iluar hal-hal yag teirseibut pada 1ei, meinyeibabkan 

atau meimudahkan peirbuatan cabul deingan orang lai in yang di ikeirjakan oleih 

orang yang beilum deiwasa yang di ikeitahui inya atau patut diisangkanya, bahwa 

i ia ada beilum deiwasa. 

 

Di i Iindoneisi ia seindi iri i beilum ada peingaturan khusus yang meingatur meingeinai i 

keigi iatan prosti itusi i. Namun dalam KUHP teirdapat beibeirapa rumusan pasal 

yang seicara ti idak langsung meingatur teintang keigi iatan prosti itusi i, yai itu : 

Pasal 296 KUHP : 

 

“Barangsi iapa deingan seingaja meinyeibabkan atau meimudahkan peirbuatan 

cabul oleih orang lai in deingan orang lai in, dan meinjadi ikannya seibagai i 

peincahari ian atau keibi iasaan, di iancam deingan pi idana peinjara pali ing lama satu 

tahun eimpat bulan atau pi idana deinda pali ing banyak li ima beilas ri ibu rupi iah.” 

Pasal 506 KUHP : 

 

“Barang si iapa meingambi il keiuntungan dari i peibuatan cabul seiorang wani ita 

dan meinjadi ikannya seibagai i mata peincahari ian, di iancam deingan pi idana 

kurungan pali ing  lama satu tahun.” 
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Keigi iatan prosti itusi i meilalui i onli inei dapat di ihubungkan dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 teintang Peirubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 teintang Iinformasi i dan Transaksi i Eileiktroni ik Pasal 27 

yang beirbunyi i: 

1. Seiti iap Orang deingan seingaja dan tanpa hak meindi istri ibusiikan dan/atau 

meintransmi isi ikan dan/atau meimbuat dapat di iakseisnya Iinformasi i Eileiktroni ik 

dan/atau Dokumein Eileiktroni ik yang meimi ili ikii muatan yang meilanggar 

keisusi ilaan. 

2. Seiti iap Orang deingan seingaja dan tanpa hak meindi istri ibusiikan dan/atau 

meintransmi isi ikan dan/atau meimbuat dapat di iakseisnya Iinformasi i 

Eileiktroni ik dan/atau Dokumein Eileiktroni ik yang meimi iliiki i muatan peirjudi ian. 

3. Seiti iap Orang deingan seingaja dan tanpa hak meindi istri ibusiikan dan/atau 

meintransmi isi ikan dan/atau meimbuat dapat di iakseisnya Iinformasi i Eileiktroni ik 

dan/atau Dokumein Eileiktroni ik yang meimi ili iki i muatan peinghi inaan dan/atau 

peinceimaran nama bai ik. 

4. Seiti iap Orang deingan seingaja dan tanpa hak meindi istri ibusiikan dan/atau 

meintransmi isi ikan dan/atau meimbuat dapat di iakseisnya Iinformasi i Eileiktroni ik 

dan/atau Dokumein Eileiktroni ik yang meimi ili iki i muatan peimeirasan dan/atau 

peingancaman. 

 

Ji ika di ihubungkan pula keidalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

Teintang Peimbeirantasan Ti indak Piidana Peirdagangan Orang Pasal 12 yang 

beirbunyi i: 

“Seiti iap orang yang meinggunakan atau meimanfaatkan korban ti indak pi idana 

peirdagangan orang deingan cara meilakukan peirseitubuhan atau peirbuatan 

cabul lai innya deingan korban ti indak pi idana peirdagangan orang, 

meimpeikeirjakan korban ti indak pi idana peirdagangan orang untuk meineiruskan 

prakti ik eiksploi itasi i, atau meingambi il keiuntungan dari i hasi il ti indak pi idana 

peirdagangan orang di ipi idana deingan pi idana yang sama seibagai imana 

di imaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6” 

 

Meili ihat peirumusan pasal yang teirdapat dalam KUHP, Undang-Undang 

IiTEi, Undang-Undang Peirli indungan Anak, Undang-Undang No. 44 Tahun 

2008 teintang Pornografi i, dan UU TPPO beilum beirlaku eifeikti if dalam 

meinjeirat dan meinanggulangi i bi isni is prostiitusi i onli inei, sama seikali i ti idak 

meingatur meingeinai i peirtanggungjawaban pi idana pada peingguna jasa 
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prosti itusii onli inei, seihi ingga peingguna jasa prosti itusi i onliinei i itu seindi iri i ti idak 

dapat di ikeinakan peirtanggungjawaban seicara pi idana dan di ijeirat beirdasarkan 

hukum posi iti if yang ada di i Iindoneisi ia. Seiharusnya seicara khusus dalam 

Undang-Undang IiTEi dan Undang- Undang No. 44 Tahun 2008 teintang 

Pornografi i dapat meinjeirat subyeik prostiitusii i itu seicara keiseiluruhan. Cakupan 

peimbahasan yang teirdapat dalam undang-undang teirseibut meimuat : 

Pasal 1 : 

 

“Yang di imaksud deingan pornografi i adalah gambar, skeitsa, i ilustrasi i, foto, 

tuliisan, suara, bunyi i, gambar beirgeirak, ani imasi i kartun, peircakapan, geirak 

tubuh, atau beintuk peisan lai innya meilalui i beirbagai i beintuk meidi ia 

komuni ikasi i dan atau peirtunjukan dii muka umum yang meimuat keicabulan 

dan eiksploi itasi i seiksual yang meilanggar keisusi ilaan dalam masyarakat kasus 

prosti itusii dapat pula di i jeirat deingan undang undang i ini i, seisuai i deingan pasal 

4 yai itu:” 

 

Pasal 4 : 

 

(1) Seiti iap orang di ilarang meimproduksi i, meimbuat, meimpeirbanyak, 

meinggandakan, meinyeibarluaskan, meinyi iarkan, meingi impor, meingeikspor, 

meinawarkan, meimpeirjualbeili ikan, meinyeiwakan, atau meinyeidi iakan 

pornografi i yang seicara eikspliisi it meimuat: 

a. peirseinggamaan, teirmasuk peirseinggamaan yang meinyi impang; 
b. keikeirasan seiksual; 

c. masturbasi i atau onani i; 

d. keiteilanjangan atau tampi ilan yang meingeisankan keiteilanjangan; 

e. alat keilami in; atau 

f. pornografi i anak. 

 

(2) Seiti iap orang di ilarang meinyeidi iakan jasa pornografi i yang: 

a. meinyaji ikan seicara eikspli isi it keiteilanjangan atau tampi ilan yang 

meingeisankan keiteilanjangan; 

b. meinyaji ikan seicara eikspli isi it alat keilami in; 

c. meingeiksploi itasi i atau meimameirkan akti ivi itas seiksual; atau 

d. meinawarkan atau meingi iklankan, bai ik langsung maupun tiidak 

langsung layanan seiksual. 
 

Teirkai it deingan peimbaruan hukum pi idana dalam hal peirtanggungjawaban 

pi idana bagi i para peingguna jasa prosti itusi i onli inei, seipeirti i yang 

di isampai ikan pali ing ti idak seiharusnya di itujukan untuk peirli indungan 



35  

masyarakat dan keiseijahteiraan  masyarakat Iindoneisi ia.42
 

 

Deingan adanya peingaturan-peingaturan teirseibut diitujukan keipada pi ihak-

pi ihak yang meinjadi i subjeik dalam keijahatan prosti itusi i onli inei yai itu : 

a) Peingguna jasa 

 

Yang di imaksud peingguna jasa di isi ini i adalah orang yang meimbuka, mein- 

download, meingakseis, atau beirbagai i macam akti ifi itas lai in yang beirbau 

pornografi i yang di ilakukan meinggunakan meidi ia weibsi itei dari i i inteirneit. 

b) Peinyeidi ia teimpat layanan 

 

Peinyeidi ia layanan yang di imaksudkan di isi ini i adalah para peimi ili ik warneit 

ataupun orang peirorang yang meinyeidi iakan teimpatnya untuk meingakseis 

weibsi itei-weibsi ite yang beirbau pornografi i. 

c) Peimi iliik weibsi itei prosti itusi i onliinei 

 

Peimi iliik weibsi itei prosti itusi i onliinei i inii yakni i orang yang meimbeiri ikan jasa 

layanan prosti itusi i onli inei vi ia weibsi itei yang di imi iliiki inya keipada para 

peingguna jasa layanan prostiitusi i onliinei. 

d) Peimi iliik seirveir 

 

Peimi iliik seirveir di isi ini i yai itu orang yang meimbeiri ikan teimpat bagi i peimi ili ik 

weibsi ite i prosti itusi i untuk meinyi impan data-data meireika agar dapat di iakseis 

seiti iap orang.43 

 

 

 
 

42 E indang Se idyaniingsiih, Peire impuan Ke iramat Tunggak, Jakarta, Pustaka Siinar Harapan, 1999, 

hlm. 70. 

43 Lulu Yuliiantii, dkk, Jurnal Riisalah Hukum, Pe ine igakan Hukum Piidana Te irhadap Muciikarii 

Te irkaiit Prostiitusii Onliine i dii I indoneisiia, Vol.15, No.1, 2020, hlm.45. 
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Ti indak pi idana beirbasi is onli inei i ini i teirmasuk cybeir cri imei, yang di imaksud 

keijahatan i ini i adalah meirupakan keijahatan jalanan yang meinggunakan 

peiralatan teiknologi i teileimati ika. Deimi iki ian pula juga prosti itusi i juga teirmasuk 

cybeir cri imei atau prosti itusi cybeir. Para peineigak hukum dalam meimbeiri ikan 

sanksi i pi idana harus seisuai i deingan bukti i yang ada. Khususnya haki im dapat 

meimbeiri ikan putusan yang seiadi il – adiilnya  kareina putusan haki im 

meirupakan i inti i dari i peirkara ti indak pi idana. Putusan haki im juga akan 

meimpeingaruhi i keihi idupan dari i peilaku yang teirkeina pi idana, oleih seibab i itu 

haki im harus yaki in beinar dalam meimbeiri ikan putusan bukan seikeidar adi il 

saja akan teitapi i beinar bi isa meimbuat peilaku jeira dan ti idak meingulangi i 

peirbuatannya lagi i. Seihi ingga peilaku bi isa keimbali i beirgabung di i masyarakat 

untuk meinjadi i leibi ih beirtanggung jawab dalam keihi idupan beirmasyarakat 

beirbangsa dan beirneigara.44 

 

D. Media Online 

 

Meidi ia onli inei dapat di iarti ikan seibagai i seigala jeini is format meidi ia yang hanya 

bi isa di iakseis apabi ila teirdapat jari ingan i inteirneit yang meinghubungkannya. 

Seicara harfi iah kata meidi ia meimi ili iki i arti i “peirantara” atau “peingantar”. 

Associ iati ion for Eiducati ion and Communi icati ion Teicnology (AEiCT) 

meindeifi ini isi ikan meidi ia seibagai i seigala beintuk yang di ipeirgunakan untuk suatu 

proseis peinyaluran i informasi i. Seidangkan Nati ional Eiducati ion Associ iatiion 

(NEiA) meindeifi ini isi ikan meidi ia seibagai i beinda yang dapat di imani ipulasi ikan,  

 

44 De inii Se itya dan Subaiidah Ratna, Jurnal Re ichtIide ie i, Aktualiisasii Niilaii-Niilaii Pancasiila Me ilaluii 

Re iformasii Pe irtanggungjawaban Piidana Pada Kasus Prostiitusii Onliine i, Vol.15, No.2, 2020, 

hlm.331. 
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di iliihat, di ideingar, di ibaca atau di ibi icarakan beiseirta i instrumein yang 

di ipeirgunakan deingan bai ik dalam keigi iatan beilajar meingajar dan dapat 

di ipeingaruhi i eifeikti ifi itas program i instruksi ional.45 

 

Peingeirti ian meidi ia onli inei seicara khusus di iarti ikan seibagai i hal yang beirkai itan 

deingan  konteiks komuni ikasi i massa. Meidi ia si ingkatan dari i meidi ia komuni ikasi i 

massa dalam bi idang keii ilmuan komuni ikasi i massa meimpunyai i karakteiri isti ik 

teirteintu yang beirupa publi isiitas maupun peiri iodi isi itas. Keimudi ian ki ita dapat 

meingeitahui i bahwa teirdapat beibeirapa klasi ifi ikasi i teintang meidi ia onli inei yang 

dapat di ibagi i meinjadi i : 

1. Weibsi itei : Adalah seibuah layanan dalam i inteirneit. Dalam weibsi itei 

di igunakan seirveir weib agar seibuah halaman weib dapat di itampi ilkan dii 

i inteirneit deingan meinggunakan seibuah program browseir seipeirti i i inteirneit 

eixploreir.46 Dalam weibsi itei bi iasanya juga di itampi ilkan i informasi i pri ibadi i 

deingan data-data leingkap seipeirti i foto, umur, postur tubuh, harga dan 

keiteirangan-keiteirangan peileingkap lai innya. Dalam beirtransaksi i prosti itusi i 

weibsi itei teirseibut teirdapat nomor teileipon yang bi isa di ihubungi i bai ik ke i 

peikeirja prosti itusi i maupun nomor muciikari i yang beirhubungan deingan 

weibsi itei teirseibut. Contoh weibsi itei yang dapat di iteimui i teilah meinyeidi iakan 

layanan prosti itusi i adalah www.ceiweibi isyar.com.47 

 

 

45 Hari i Sasangka, Iinformasi i dan Transaksi i E ile iktroni ik Dalam Hukum, Bandung, Mandar Maju, 

2003. 

46 Miiftah Raharjo, Jurnal Kajiian Hasiil Pe ine iliitiian Hukum, Peineirapan Sanksii Piidana 

Te irhadap Peilaku Prostiitusii Onliine i dii Yogyakarta, Vol.1, No.2, 2017, hlm.19. 
47 John M. Eichols dan Hasan Shadiily, Eingliish Iindoneisiia Diictiionary, Jakarta, Grame idiia 

Pustaka Utama, 2005, hlm. 360. 

http://www.cewebisyar.com.53/
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2. Forum : Dalam beirtransaksi i prostiitusi i, forum umumnya leibi ih aman dari i 

weibsi ite standar, i ini i di ikareina forum leibi ih eiksklusi if seipeirti i deingan aturan 

harus meindaftar teirleibi ih dahulu meinjadi i anggota, seilai in i itu anggota-

anggota yang meinjadi i muci ikari i ti idak seimbarangan meimbeiri ikan data 

peikeirja prosti itusi i bi iasanya hanya beirupa foto saja. Untuk meindapatkan 

peikeirja prosti itusi i yang di ii ingiinkan syarat yang pali ing keitat adalah aktiif 

diiforum teirseibut, jadii tiidak seimbarang orang atau anggota yang baru 

meindaftar biisa meindapatkan peikeirja prostiitusii. Ada beibeirapa forum 

yang meinyeidiiakan sub-forum khusus untuk biisniis seiks iinii contohnya 

www.kruciil.com dan www.seimprot.com yang baru- baru iinii teilah diitutup 

oleih admiiniistratornya. Mungkiin iitu hanya seibagiian saja, masiih ada lagii 

forum-forum laiinnya deingan meinyeidiiakan fasiiliitas yang sama.48 

3. Jeijari ing sosi ial : Jeijari ing sosi ial adalah struktur sosi ial yang teirdi iri i dari i 

eileimein- eileimein i indi ivi idual atau organi isasi i. Jeijari ing i ini i meinunjukan 

jalan di imana meireika beirhubungan kareina keisamaan sosi iali itas, mulai i 

dari i meireika yang di ikeinal seihari i-hari i sampai i deingan keiluarga. Iisti ilah i ini i 

di ipeirkeinalkan oleih profeisor J.A. Barneis di i tahun 1954. Peinggunaan 

jeijari ing sosi ial dalam bi isni is prosti itusi i meirupakan hal yang sangat baru, 

di ibandi ing deingan meinggunakan meidi ia-meidi ia yang lai innya. Jeijari ing 

sosi ial deingan ceipat meiwabah keiseigala kalangan, yang pali ing teirkeinal 

dan banyak di igunakan adalah jeijari ing sosi ial faceibook. Iindoneisi ia 

meirupakan neigara peiri ingkat kei dua peingguna faceibook, leibi ih dari i 27 

juta akun teirdaftar dari i Iindoneisi ia. Iitu hanya dari i jeijari ing sosi ial faceibook 

saja beilum lagi i jeijari ing sosi ial lai innya yang seiti iap saat muncul yang 

48 Samuel Prakoso, Jaringan Komputer Linux: Konsep Dasar, Instalasi, Aplikasi, Keamanan dan 

Penerapan, Yogyakarta, 2005, hlm.224. 

http://www.krucil.com/
http://www.semprot.com/
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baru. Deingan angka yang luar bi iasa teirseibut meimunculkan pula i idei-i ide i 

neigati if dari i meireika yang ti idak beirtanggung jawab untuk meinggunakan 

jeijari ing sosiial seibagaii alat meincarii keiuntungan, dalam hal iinii biisniis 

prostiitusii onliinei.49 

4. Apliikasii Datiing Onliinei : Dalam peimbahasan skriipsii iinii, meidiia apliikasii 

yang diigunakan oleih teirsangka adalah apliikasii Beiei Talk. Dalam apliikasii 

iinii teirdapat fiitur Look Around yang meimudahkan peinggunanya 

meilakukan chattiing tanpa harus meingeitahuii kontak orang teirseibut. 

Dalam peinciiptaannya, apliikasii Beiei Talk iitu seindiirii beirtujuan untuk 

meinjaliin komuniikasii, beirkeinalan deingan teiman baru, meincarii teiman 

keincan hiingga meincarii jodoh. Iinii diidukung oleih beiragamnya fiitur-fiitur 

meinariik yang diitawarkan oleih apliikasii Beiei Talk yang mungkiin tiidak 

ada diiapliikasii sosiial meidiia laiinnya. Namun deingan adanya apliikasii 

BeieiTalk deingan seigala fiitur-fiitur peindukungnya iitulah, Beiei Talk justru 

diimanfaatkan seibagaii alat transaksii prostiitusii.50 

 

Maraknya keigi iatan prostiitusi i yang beirkeimbang di iteingah-teingah 

keihi idupan masyarakat saat i ini i meirupakan hal yang ti idak baru lagi i. 

Biisni is prosti itusi i sudah ada seijak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. 

Munculnya bi isni is prostiitusi i onliinei adalah salah satu beintuk peirgeiseiran 

cara, di imana cara onli inei iini i teintu sangat meimudahkan bagi i peilakunya. 

Ti idak ada yang salah deingan teiknologi i dan meidi ia online, tetapi kita se- 

 

49http://Liima-Lakii-Lakii.blogspot.com Tugas-Eitiika-Profeisii-Banyak-PSK- daftar-keipeinyeidiia-

jasaprostiitusii-onliinei.htm 20 Oktober 2022. 
50 Samueil Prakoso, Jariingan Komputeir Liinux: Konseip Dasar, Iinstalasii, Apliikasii, Keiamanan dan 

Peineirapan, Yogyakarta, 2005, hlm.226. 

http://lima-laki-laki.blogspot.com/
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ibagai i peingguna meimi ili ih apa yang bi isa atau ti idak untuk diilakukan dari i 

paparan di iatas, dapat di isi impulkan bahwa seibeinarnya ti idak ada yang salah 

deingan peirkeimbangan teiknologii dan keimunculan meidi ia baru yang 

meimpeirmudah keihi idupan manusi ia. Prosti itusi i onli inei ti idak bi isa di ipungki iri i 

banyak meimbeiri ikan keiuntungan bagi i peingguna jasa ataupun peinjual 

jasanya. Mudahnya komuni ikasi i meinggunakan meidi ia sosi ial meimbuat calon 

peingguna ti idak peirlu reipot  meinghubungii orang keiti iga seipeirti i muci ikari i, 

teitapi i dapat langsung meinghubungi i seicara peirsonal kei calon PSK yang 

akan di igunakan.51 

 

Keigi iatan prosti itusi i onli inei dapat di ibeidakan meinjadi i keigi iatan pra prosti itusi i 

dan prosti itusi i. Dalam peingaturan yang beirkeimbang di iteingah masyarakat 

saat i ini i, keigi iatan prosti itusi i onliinei yang di iatur dalam UU IiTEi maupun UU 

Pornografi i hanya meingatur meingeinai i keijahatan pra prosti itusii saja, atau 

suatu keigi iatan di imana teirjadi i   keiseipakatan seicara onli inei antara muci ikari i 

deingan peingguna jasa maupun PSK deingan peingguna jasa. Seimeintara 

keigi iatan prosti itusi i seindi iri i meirupakan hubungan seiksual yang diilakukan 

di iluar peirni ikahan deimi i meindapat keiuntungan, namun ti idak  di iatur 

peingaturannya bai ik dalam UU IiTEi maupun UU Pornografi i. 

 

Peirmasalahan meingeinai i prosti itusii onli inei meirupakan hal yang seiri ing 

meinjadi i peirdeibatan di i banyak kalangan khususnya kalangan sosi ial maupun 

ahli i hukum. Peirdeibatan teirseibut muncul karna prosti itusii meinggunakan 

media- 

 

51 Nadiia Putrii Pascawatii, Jurnal Sapiie intiia eit Viirtus, Pe irspe iktiif Pe ire impuan Te irhadap 

Prostiitusii, Vol.4, No.1, 2019, hlm.61. 
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onli inei meinjadi i beintuk peirsoalan peirsonal manusi ia yang di ikai itkan deingan 

peinyeilahgunaan teiknologi i. Kartono keimudi ian meingeimukakan peindapat 

meingeinai i latar beilakang teirjadi inya ti indak pi idana prosti itusii, yai itu : 

1) Ti idak adanya Undang-Undang yang meilarang peilacuran seicara 

eikspli isi it, dan ti idak adanya aturan meingeinai i hubungan seiks di i dalam 

peirni ikahan maupun di i luar peirni ikahan. 

2) Adanya keii ingi inan dan dorongan manusi ia untuk meinyalurkan keibutuhan 

seiks, khususnya di i laur i ikatan peirkawi inan. 

3) Komeirsi iali isasi i dari i seiks, bai ik pi ihak wani ita maupun pi ihak geirmo 

ataupun konsumein seirta oknum-oknum teirteintu yang meimanfaatkan 

peilayanan seiks. Dapat di ikatakan seiks hanya di ijadi ikan alat yang jamak 

guna untuk tujuan komeirsi ial dii luar hubungan peirkawi inan. 

4) Deikadeinsi i moral, yai itu meirosotnya norma-norma susi ila dan keiagamaan 

pada saat meini ikmati i keiseijahteiraan hi idup seihi ingga meinyeibabkan 

peimutarbali ikan ni ilai i-ni ilai i peirni ikahan seijati i. 

5) Seimaki in beisarnya peinghi inaan masyarakat teirhadap martabat kaum 

wani ita dan harkat manusi ia. 

6) Budaya eiksploi itasi i pada zaman modeirn meinyeibabkan teirjadi inya 

prakteik eiksploi itasi i kaum leimah atau wani ita deingan tujuan keiuntungan 

profi it dan komeirsi il. 

7) Adanya proyeik-proyeik peimbangunan dan peimbukaan daeirah-daeirah 

peirtambangan deingan konseintrasi i kaum pri ia, seihi ingga meingaki ibatkan 

keiti idak seii imbangan rasi io antara wani ita dan pri ia di i daeirah teirseibut.52 

 

52 I ibiid, hlm.62. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Meitodei peindeikatan dalam peineili iti ian i ini i adalah yuri idi is normati if dan yuri idi is 

eimpiiri is. Peingeirtiian dari i yuri idi is normati if adalah: Peindeikatan yang meineilaah 

hukum seibagai i kai idah yang di ianggap seisuai i deingan peineili iti ian yuri idi is 

normati if atau peineili iti ian hukum teirtuli is. Peindeikatan yuri idi is normati if 

meirupakan suatu meitodei peineili iti ian deingan peindeikatan yang meingacu pada 

hukum dan peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku.53 Seidangkan 

peingeirti ian dari i peindeikatan eimpi iri is yai itu deingan meingkaji i keiteintuan hukum 

yang beirlaku seirta apa yang teirjadi i dalam keinyataan di i masyarakat, deingan 

maksud meineimukan fakta-fakta yang di ijadi ikan data peineili iti ian yang meinuju 

pada peinyeileisai ian masalah.54
 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Studii keipustakaan meirupakan seirangkai ian keigi iatan meimbaca, meincatat, 

meinguti ip,  seirta meineilaah bahan-bahan pustaka yai itu beirupa karya tuli is dari i 

para ahli i yang teirsusun dalam li iteiratur dan peiraturan peirundang-undangan 

yang beirlaku, seirta ada kai itannya deingan peirmasalahan dalam peinuli isan  

 

53 Bambang Sunggono, Meitodologii Pe ine iliitiian Hukum, Jakarta, Raja, 2003, hlm. 32. 
54 Bambang Waluyo, Peineiliitiian Hukum Dalam Prakte ik, Jakarta, Siinar Grafiika, 2002, hlm. 15-16. 
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skri ipsi i iini i. Data yang di igunakan dalam peineili iti ian i ini i adalah data pri imeir dan 

data seikundeir. 

 

1. Data Pri imeir 

 

Meirupakan bahan hukum yang diipeiroleih dari i aturan peirundang-udangan 

yang beirsi ifat meingi ikat dan fi inal seirta meirupakan aturan yang di igunakan 

dalam peinyeileinggaraan keihi idupan masyarakat. Adapun bahan hukum 

pri imeir dalam peineili iti ian i ini i adalah putusan meilalui i weibsi itei Mahkamah 

Agung beirupa beirkas putusan dari i Peingadi ilan Neigeiri i Kota Batam Nomor: 

847/Piid.Sus/2018/PN.Btm 

 

2. Data Seikundeir 

 

Adalah bahan hukum yang beirusaha meimbeiri ikan keiteirangan meingeinai i 

bahan hukum pri imeir dan bi iasanya di ipeiroleih seicara ti idak langsung dari i 

sumbeirnya. 

a. Bahan Hukum Priimeir 

 

Bahan hukum priimeir beirsumbeir darii: 

 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 teintang Kiitab Undang-

Undang Hukum Piidana; 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 teintang Kiitab Undang-

Undang Hukum Acara Piidana; 

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 teintang Iinformasii dan 

Transaksi i Eileiktroniik; 

4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 teintang Peimbeirantasan 

Tiindak Piidana Peirdagangan Orang; 
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5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 teintang Pornografi i; 
 

b. Bahan hukum seikundeir 

 

Bahan hukum seikundeir adalah bahan hukum yang meimbeiri ikan gambaran 

teintang bahan hukum pri imeir dan meimbantu meinganali isi is, meimahami i, dan 

meinjeilaskan bahan hukum priimeir. Dalam bahan hukum i ini i teirdi iri i dari i 

putusan peingadi ilan, buku, jurnal, arti ikeil dari i iinteirneit, dan lai in-lai in yang 

beirkai itan deingan peineili iti ian i ini i. 

c. Bahan hukum teirsi ieir 

 

Beirupa peitunjuk atau peinjeilasan meingeinai i bahan hukum pri imeir dan bahan 

hukum seikundeir yang beirasal dari i kamus, einsi iklopeidi ia, dan i inteirneit. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Narasumbeir adalah orang yang meimbeiri i atau meingeitahui i seicara jeilas dan 

meinjadi i sumbeir i informasi i. Narasumbeir meinjadi i pi ihak yang sangat 

di ibutuhkan dalam seibuah peineili iti ian kareina peindapatnya meindukung 

seibuah masalah yang seidang di iteili iti i. Peineili iti ian i ini i meingandalkan i informasi i 

dari i narasumbeir yang keimudi ian di iseibut i informan peineili iti ian. Iinformasi i 

yang di iteiri ima dari i narasumbeir teirseibut meinjadi i peingeitahuan yang jeilas dan 

meinjadi i sumbeir i informasi i. Adapun narasumbeir untuk peineili iti ian i ini i adalah : 

1) Jaksa Keijaksaan Ti inggi i Lampung   : 2 Orang 

Bagi ian Pidana Umum    

 

2) Dosein Bagi ian Hukum Piidana Fakultas  : 2 Orang 

 Hukum Uni iveirsi itas Lampung 

Jumlah      : 4 Orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Pengumpulan Data 

 

Peingumpulan data di ilakukan deingan proseidur studi i pustaka (li ibrary 

reiseiarch) dan  studi i lapangan (fi ieild reiseiarch). Studii pustaka di ilakukan 

deingan seirangkai ian keigi iatan seipeirti i meimbaca, meineilaah, dan meinguti ip 

kaji ian teirhadap peiraturan peirundang-undangan yang beirkai itan deingan 

peirmasalahan dalam skri ipsi i i inii. Seidangkan studi i lapangan di ilakukan 

deingan keigi iatan wawancara keipada reispondein beirkai itan deingan 

peirmasalahan yang ada dalam skri ipsi i iini i. 

 

2.Pengolahan Data 

 

a. Peimeiri iksaan Data 

 

Meirupakan keigi iatan peimeiri iksaan untuk meingeitahui i keileingkapan data 

yang seilanjutnya data teirseibut di ipi iliih seisuai i deingan peirmasalahan yang 

di iteili itii. 

b. Klasi ifi ikasi i Data 

 

Meirupakan keigi iatan peineimpatan data yang teilah teirkumpul meinurut 

keilompok-keilompok yang teilah di iteitapkan untuk seilanjutnya 

meimpeiroleih data yang beinar-beinar di ipeirlukan. 

c. Peinyusunan Data 

 

Meirupakan keigi iatan peinyusunan dan peineimpatan data yang teiratur 

seihi ingga dapat di ianali isi is meinurut peineimpatannya yang beinar dan 

teiratur. 
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E. Analisis Data 

 

Anali isi is data meirupakan proseis yang di ilakukan seiteilah peingolahan data 

seileisai i. Anali isi is data yang di ipeirgunakan dalam peineili itiian i ini i adalah 

anali isi is kuali itatiif yang di ipeiroleih dari i keigi iatan peineili iti ian i ini i. Hasi il dari i 

peirmasalahan teirseibut akan di isusun meinjadi i beintuk kali imat i ilmiiah yang 

seicara si isteimati is akan meinjawab peirmasalahan dari i hasi il peineili iti ian yang 

teilah di irumuskan seicara umum kei khusus. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Beirdasarkan urai ian peimbahasan meingeinai i Peirti imbangan Jaksa dalam 

meimbeiri ikan peinuntutan teirhadap peilaku peinyeidi ia jasa prosti itusi i meilalui i 

meidi ia onli inei deingan ti idak meineirapkan asas dan kai idah dalam hukum 

pi idana, maka dapat di iambi il keisi impulan bahwa : 

1. Peirti imbangan Jaksa dalam meimbeiri ikan tuntutan teirhadap peilaku 

peinyeidi ia jasa prosti itusi i meilalui i meidi ia onli inei, beirdasarkan Putusan  

Peingadi ilan Neigeiri i Batam Nomor 847/Piid.Sus/2018/PN. Btm, kareina : 

a. Yang meinjadi i dasar peirti imbangan Jaksa dalam meimbeiri ikan tuntutan 

seicara subjeiti if di idasari i oleih ni iat jahat teirdakwa atau di iseibut seibagai i 

meins reia. Dalam peirkara i ini i teirbukti i bahwa teirdakwa meingambi il 

keiuntungan dari i peirbuatan cabul yang di ilakukan oleih seiseiorang 

deingan seiseiorang dan meinjadi ikannya seibagai i mata peincahari ian. 

b. Yang meinjadi i dasar peirti imbangan Jaksa dalam meimbeiri ikan tuntutan 

seicara objeikti if beirdasarkan hukum acara pi idana yang di idasari i oleih 

di iteimukannya fakta-fakta di i peirsi idangan beirupa barang bukti i dan 

alat bukti i. 
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2. Jaksa ti idak meinggunakan Undang-Undang Ti indak Pi idana Peirdagangan 

Orang pada peirkara teirseibut di ikareinakan peirbuatan yang di ilakukan 

teirdakwa teirseibut teirbukti i tiidak meimeinuhi i keiteintuan dan unsur-unsur 

seibagai imana yang teirdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 teintang Ti indak Piidana Peirdagangan Orang. Akan teitapi i hal teirseibut 

meirupakan keikeili iruan yang dilakukan oleh JPU.  Hal i ini i di ibukti ikan 

deingan adanya fakta dan data di i peirsi idangan yang meinunjukkan adanya 

peirbuatan asusi ila yang di ilakukan oleih teirdakwa seilama meinjalankan 

mi isiinya. 

B. Saran 

 

Beirdasarkan hasi il peineili itiian dan peimbahasan yang teilah di iurai ikan oleih 

Peinuli is, maka peinuli is i ingi in meimbeiri ikan saran-saran yai itu : 

1. Seibai iknya peirti imbangan Jaksa dalam meimbeiri ikan tuntutan harus 

meimeinuhi i unsur-unsur subjeikti if dan objeikti if yang di idukung oleih latar 

beilakang teirdakwa meilakukan ti indak pi idana, beiseirta peinggali ian barang 

bukti i dan alat bukti i.  

2. Jaksa Peinuntut Umum dalam hal i ini i seiharusnya meimbeiri ikan tuntutan 

beirdasarkan UU TPPO di ibandi ing deingan KUHP pada peirkara teirseibut. 

Hal i ini i beirtujuan untuk meimbeiri ikan eifeik jeira teirhadap peirbuatan yang 

di ilakukan oleih teirdakwa agar ti idak meingulangi i peirbuatannya di i 

keimudi ian hari i.
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